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Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diangkat dengan judul “Studi 
Kritis Pemikiran Abu Ubaid tentang Pola Distribusi Silang (Cross Distribution) Zakat 
Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa”. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab rumusan masalah, yaitu : Bagaimana latar belakang pelaksanaan cross 
distribution zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa?, Bagaimana pola 
cross distribution zakat yang diterapkan  di Lembaga Amil Zakat (LAZ)  Dompet 
Dhuafa?, dan Bagaimana kritik terhadap pemikiran Abu Ubaid tentang pola cross 
distribution zakat  yang diterapkan  di Lembaga Amil Zakat (LAZ)  Dompet Dhuafa? 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode content analisis yaitu 
memaparkan dan menggambarkan tentang pemikiran Abu Ubaid tentang pola cross 
distribution harta zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) dompet dhuafa’ kemudian di 
analisa dengan memakai beberapa landasan teori yang telah ada sehingga dapat 
menghasilkan hipotesa yang komprehensif. Pola pikir yang dipakai dengan 
menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari premis-premis 
khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. 
Pertama kali yang perlu dijelaskan dalam pembahasan ini adalah mekanisme 
proses cross distribution harta zakat di Lembaga Amil zakat (LAZ) Dompet Dhuafa 
disertai dengan latar belakang dan objek serta bentuk-bentuk pendistribusiannya. 
Dilanjutkan dengan peta pemikiran Abu Ubaid tentang distribusi silang harta zakat. 
Berangkat dari semua pembahasan tersebut kita dapat mengetahui pemahaman 
tentang kajian ini sehingga dapat memperkaya khazanah pengetahuan agama Islam 
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A. Latar Belakang Masalah 
Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum 
minallah atau dimensi vertikal dan hablum minannas atau dimensi horisontal. 
Zakat sebagai hablum minallah karena zakat merupakan ibadah yang dianjurkan 
oleh Allah SWT dan termasuk salah satu dari rukun Islam. Sedangkan dalam 
dimensi horizontal (hablum minannas) karena Zakat merupakan bentuk nyata 
solidaritas sosial dalam Islam. Dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa 
kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong diantara anggota 
masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik.  Ibadah 
zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas 
keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta 
memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu 
bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa 
pesan-pesan ritual dan spiritual.  
Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan 
kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi 
pemerataan ekonomi. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW, zakat memiliki 
peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan 
pengembangan ekonomi umat. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, 
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pengelolaan zakat dilakukan dengan menunjuk seorang utusan yang dipercaya 
oleh beliau untuk mengambil zakat pada suatu suku atau daerah tertentu. 
Kebijakan Khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang murtad dan para 
pembangkang yang tidak mau membayar zakat adalah salah satu bukti akan 
besarnya kontribusi zakat terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan umat. 
Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam 
ketika pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Perkembangan 
pengelolaan zakat tersebut sangat dirasakan karena kemampuan manajemen dan 
kejujuran yang dimiliki Khalifah. Konsep distribusi zakat yang dikembangkan 
beliau adalah zakat merupakan bentuk subsidi silang yang secara langsung dapat 
dirasakan dampak ekonominya. 
Di dalam al Qur’an telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang 
mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam 
posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian 
mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat al-Qur’an yang mensejajarkan 
zakat dengan ibadah sholat ada dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi : 
اﻮُﻤﻴَِﻗأَو  َةﻼﱠﺼﻟا اﻮُﺗآَو  َةﺎَﻛﱠﺰﻟا اﻮُﻌَْﻛراَو  َﻊَﻣ ﲔِﻌِﻛاﱠﺮﻟا 
“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 
yang ruku”.1 
 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an  dan terjemahannya, (Jakarta: Dirjen PPBPAI, 1981),29 
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Di dalam al-Qur’an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang 
menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan 
ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan. Salah satu sebab 
optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat 
adalah dengan adanya lembaga yang mengurusi dengan baik dan amanah. 
Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang 
yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga 
tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih 
banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Sehingga masyarakat 
dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat. 
Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan 
penglolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-
undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-
undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri 
Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan 
mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap 
masyarakat muslim di Indonesia. 
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Lembaga amil zakat adalah salah satu institusi yang mempunyai wewenang 
memberikan layanan dan mengelola harta zakat dan mendistribusikannya.  
Adanya lembaga ini  merupakan sebuah kemajuan guna mengembangkan serta 
mengelola harta zakat agar dalam pendistribusiannya benar-benar mengena 
kepada orang yang berhak menerimanya.                                                   
Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua 
macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan 
metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik 
menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil 
zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah 
zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu 
kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan 
tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. 
Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini 
banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan 
lingkup lokal daerahnya masing-masing. Dan saat ini kinerja lembaga tersebut 
telah mengalami kemajuan dan menerapkan metode distribusi dana zakat yang 
khususnya pada orang-orang tertentu (mustahik). 
Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit 
terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang 
dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.  
Disamping itu lembaga maupun amil dituntut harus benar-benar mengerti 
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bagaimana tata cara penarikan maupun penyaluran terhadap harta zakat  yang itu 
sesuai dengan ajaran islam.  
Dalam aplikasinya, banyak lembaga-lembaga amil zakat yang telah mampu 
mendistribusikan harta zakat yang dikelolanya kepada orang-orang berhak 
menerimanya di daerah-daerah lain. Pendistribusian semacam ini biasa disebut 
dengan cross distribution (distribusi silang). Jadi penyalurannya bukan hanya 
kepada daerah/lingkungan masyarakat dimana harta zakat itu peroleh, melainkan 
juga kepada daerah/lingkungan lain yang mana di daerah tersebut terdapat orang-
orang atau golongan yang berhak menerima zakat.  
Adanya distribusi silang merupakan subuah langkah yang cukup inovatif 
dalam pengembangan pengelolaan harta zakat. Akan tetapi terdapat tokoh yang 
tidak memperbolehkan terjadinya proses distribusi silang  dalam zakat, yakni Al-
Qosim bin Salam bin Miskin bin Ubaid al-Azdhi yang biasa dikenal Abu Ubaid 
(154 – 224 H), salah satu fuqaha yang bergelut di bidang ekonomi dan keuangan 
publik.  
Menurut Abu Ubaid penarikan dan penyaluran zakat didasari oleh wilayah 
di mana masyarakat berada. Penarikan zakat yang dilakukan pada suatu 
komunitas masyarakat tertentu berarti penyalurannya dilakukan juga pada 
komunitas masyarakat di mana zakat tersebut diambil. 2 
2 Royyan Ramdhani Djayusman. “Ekonomi Keadilan : Pemikiran Abu Ubaid tentang Zakat” 
dalam http:/www.localhost,com. (20 Januari 2010) 
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Prioritas penyaluran zakat diprioritaskan pada daerah di mana zakat 
tersebut diambil. Sedangkan penyaluran zakat ke daerah lain dapat dilakukan 
apabila suatu daerah mengalami kelebihan (surplus) zakat. Dalam hal ini 
diperlukan perhatian serius pemerintah dalam mengawasi daerah yang 
mengalami kelebihan (surplus) dan daerah yang mengalami kekurangan zakat.3 
Berangkat dari pemikiran Abu Ubaid yang tidak memperbolehkan adanya 
cross distribution sebelum memprioritaskan daerah dimana zakat itu di ambil 
serta maraknya praktek cross distribution yang diimplementasikan oleh lembaga-
lembaga amil zakat, dapat menggugah hati penulis untuk mengkaji dan 
mengkritisi lebih jauh tentang pemikiran Abu Ubaid tentang pola cross 
distribution yang dipraktekkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet 
Dhuafa. Mengingat adanya perbedaan dalam aspek konseptual (pemikiran Abu 
Ubaid) dengan kontekstual seperti yang dipraktekkan oleh Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) Dompet Dhuafa.  
 
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka pokok-pokok permasalahan 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 




                                                 































1. Bagamana latar belakang pelaksanaan cross distribution zakat di Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa? 
2. Bagaimana pola cross distribution zakat yang diterapkan  di Lembaga Amil 
Zakat (LAZ)  Dompet Dhuafa? 
3. Bagaimana kritik terhadap pemikiran Abu Ubaid tentang pola cross 
distribution zakat  yang diterapkan  di Lembaga Amil Zakat (LAZ)  
Dompet Dhuafa? 
C. Kajian Pustaka  
Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh penulis lain 
sebelumnya. Hanya saja ada beberapa judul skripsi yang pembahasannya hampir 
mirip dengan judul skripsi yang akan penulis bahas sekarang. Akan tetapi, kalau 
dicermati lagi secara seksama, akan tampak diferiensasi antara judul skripsi yang 
pernah ditulis sebelumnya dan judul skripsi yang penulis bahas sekarang, baik 
secara redaksional maupun secara substansial. 
Dibawah ini penulis sebutkan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis 
sebelumnya:  
1. Pendistribusian dan Pendayagunaan Hasil Zakat di Masjid Ar Rahman 
Kelurahan Manahan Kodya Surakarta. Nurlaela Diyah C Fak. Hukum 
UMS, judul skripsi ini membahas pengelolaan zakat yang dilakukan para 
amil zakat di masjid ar Rahman Surakarta. 
2. Study Kualitatif Tentang System Pengendalian Menejemen Distribusi 
Badan Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Wakaf, Karyawan Telkom, karya 
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Khusni Mubarok. Pembahasan dalam skripsi ini lebih menekankan pada 
pola menejemen pendistribusian Zakast, Infaq, Sodaqoh, wakaf pada 
karyawan Telkom. 
3. Wahyu Adhi Nugroho dengan judul ”Peran L-ZIS dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PPMI 
Assalaam Solo)”. Skripsi ini membahas pengelolaan zakat secara umum di 
L-ZIS Assalaam. Mulai dari pemungutan, pendistribusian dan beberapa 
program peningkatan kesejahteraan lainnya. 
4. Distribusi Zakat Perumahan oleh BPRS Bakti Makmur Indah Sepanjang 
dalam prespektif Hukum Islam, karya Nunik Mufarochah. Bahasan dalam 
skripsi ini lebih terfokus pada pendistribusian harta zakat yang dilakukan 
oleh BPRS Bakti Makmur Indah. 
5. Zakat Mal dan distribusi pendapatan; study tentang zakat mal sebagai 
salah satu bentuk distribusi pendapatan menurut Al-Qur’an, karangan 
Shobibatur Rahmaniah.  Pembahasan dalam skripsi ini lebih menekankan 
pada penafsiran terhadap ayat-ayat tentang zakat mal serta 
mengkorelasikannya dengan distribusi pendapatan.  
Sedangkan Pada  skripsi yang akan ditulis disini lebih ditekankan pada 
kajian terhadap pemikiran Abu Ubaid tentang distribusi silang (cross distribution) 
terhadap harta zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dompet dhuafa. 
Tinjauan seperti inilah yang membedakan judul skripsi kami dengan judul skripsi 
yang pernah ditulis sebelumnya. 
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D. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa 
tujuan studi dari pembahasan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pelaksanaan cross distribution  
zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa. 
2. Untuk memahami pola cross distribution zakat di Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) Dompet Dhuafa.. 
3. Untuk mengkritisi  pemikiran Abu Ubaid tentang cross distribution zakat di 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa. 
E. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Penulisan ini dimaksudkan untuk memperkaya teori-teori tentang pola 
cross distribution zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan memakai 
perspektif pemikiran Abu Ubaid tentang boleh tidaknya distribusi silang 
tersebut.  
 
2. Kegunaan Aplikatif 
Sedangkan dalam ruang lingkup implementasi, penulisan ini bertujuan 
untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengelolaan harta zakat dan 
pendistribusiannya, terutama proses distribusi silang yang kerap dilakukan 
oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan berdasarkan pada pemikiran Abu 
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Ubaid. Sehingga kita dapat lebih memahami tentang pandangan Abu Ubaid 
terhadap praktek cross distribution harta zakat.  
F. Definisi Operasional  
Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami 
judul proposal ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara 
tegas maksud judul tersebut di atas: 
1. Distribusi silang (cross distribution) zakat adalah penyaluran harta zakat 
kepada mustahik yang didistribusikan terhadap daerah lain, bukan pada 
daerah dimana harta zakat itu diambil.  
2. Abu Ubaid adalah salah seorang dari para fuqaha yang menggeluti bidang 
zakat dan keuangan public. Di samping itu beliau juga merupakan salah 
satu tokoh yang menghembuskan semangat revitalisasi terhadap sistem 
perekonomian melalui reformasi terhadap akar-akar kebijakan keuangan 
serta institusinya dengan berdasarkan al Qur’an dan al Hadist. 
 
 
G. .Metode Penelitian 
1. Data yang dikumpulkan 
Data yang berhasil dikumpulkan meliputi :  
a) Data tentang profil, latar belakang serta pola pelaksanaan cross distribution 
zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa.  
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b) Data tentang pemikiran Abu Ubaid terhadap pola cross distribution beserta 
landasan hukum yang dijadikan pegangannya. 
2. Sumber Data 
a) Data primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting yang 
memungkinan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan 
penelitian ini, yaitu : 
1) Diperoleh dari data dokumentasi baik buku-buku atau brosur-brosur 
yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dompet Dhuafa. 
2) Penjelasan dari direktur atau staf Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet 
Dhuafa. 
3) Diperoleh dari kitab karangan Abu Ubaid tentang pengelolaan harta 
zakat.  
b) Data sekunder, adalah data, literatur dan dokumen-dokumen yang bersifat 
membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat data primer. 
Data sekunder ini bisa bersumber dari beberapa buku maupun literatur 
yang mempunyai keterkaitan pembahasan guna menunjang dalam 
penulisan penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan data  
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a) Observasi, yaitu mencari data dengan cara terjun langsung pada obyek 
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang konkret tentang 
segala sesuatu yang diselidiki.4  
b) Interview yaitu wawancara langsung pada beberapa pengurus Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa mengenai perkara ini untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengumpulkan data 
berkaitan dengan cross distribution  zakat.  
c) Studi dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen tentang pelaksanaan 
pola cross distribution yang diterbitkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
Dompet Dhuafa serta dokumen-dokumen lainnya yang bersifat menjunjang 
penelitian ini.  
4. Teknik Analisa Data 
Dalam menganalisis skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif 
analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang pola cross 
distribution zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa, kemudian 
dianalisa menurut pemikiran Abu Ubaid sehingga menghasilkan pemahaman 
yang konkrit dan jelas. Pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola 
pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus 
kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.5  
4 Consuelo D. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta Pustaka, 2007),64 
5 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) ,54 
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H. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 
menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan hasil 
penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah 
sebagai berikut:  
Bab pertama membahas tentang  latar belakang penulisan skripsi, rumusan 
masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.  
Bab kedua menerangkan tentang kerangka konseptual mengenai zakat 
secara umum, mulai dari landasan syari’ah tentang zakat, dasar hukum positif 
mengenai pengolaan zakat, Begitu juga pembahasan mengenai pemikiran Abu 
Ubaid tentang cross distribution zakat.  
Bab ketiga, membahas tentang data penelitian yang akan diteliti dalam 
skripsi ini. Pembahasan dalam bab ini mencakup gambaran umum Lembaga Amil 
Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa mulai dari sejarah pendiriannya, visi, misi, struktur 
organisasi, kegiatan usaha dan pola cross distribution yang dilakukan oleh 
lembaga tersebut.  
Bab keempat, berisi hasil analisa dan studi kritis dari hasil penelitian 
pemikiran Abu Ubaid tentang pola cross distribution yang telah dilakukan oleh 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa  
Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 








































































ZAKAT DAN KONSEP DISTRIBUSI ZAKAT MENURUT ABU UBAID 
  
A. Zakat 
1. Pengertian Zakat 
Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). 
Jika diucapkan, zaka al zar artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. 
Jika diucapkan zaka al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika 
diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci). 
Allah berfirman : 
          
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” (QS. Asy-
Syam (9):9)1 
 
Maksud kata zakka dalam ayat ini ialah mensucikan dari kotoran. Arti yang 
sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut : 
         
“Sesunguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-A’laa 
(87):14)2 
 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur”an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. 
V,2001),124 
2 Ibid., 76 
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Kata zakat adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah SWT 
berikut ini : 
       ….       
“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci…”(QS.An-Najm (53):32)3 
 
Kata ini terkadang juga bermakna baik (shalah). Pernyataan rajul zakkiyy 
berarti orang yang bertambah kebaikannya. Min qaumazkiya’ artinya 
termasuk diantara orang-orang yng baik. Zakka al-Qadhi al-Syuhud artinya 
seorang Qadhi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.   
Makna-makna zakat secara etimologi tersebut di atas bisa terkumpul dalam 
ayat berikut: 
                               
       
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah (9) : 103)4 
 
Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan 
akan menumbuhkan pahalanya.5  
3  Ibid., 57 
4  Ibid., 89 
5 Wahbah Zuhayly. Zakat kajian berbagai Madzab. (Bandung :  PT.Remaja Rodakarya. 
1997).82-83 
                                                      

































Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti “sejumlah harta tertentu 
yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak 
menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”6. 
Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta 
tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk 
dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan 
peryaratan tertentu pula.7 
Oleh karena itu, jika pengertian zakat zakat dihubungkan dengan harta, 
maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, 
bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan 
kehidupan bagi yang punya). Selanjutnya Ali merumuskan, bahwa makna 
zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang 
memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu pula.8  Perumusan tersebut 
senada dengan pasl 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 1999 tentang pengeloaan zakat yaitu :  
“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 
badan yang dimilki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya”. 
 
6 Yusuf Qardawi. Hukum Zakat. (Terjemahan : Salman Harun, Didin Hafidhudhin dan 
Hasandi, Bandung : Mizan. 1999), 34  
7 Ridwan Mas’ud. Zakat Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Yogyakarta : 
UII Press. 2005), 34 
8 Mohamad Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta. UI Press. 1988), 39 
                                                      

































Dari definisi diatas jelaslah bahwa zakat menurut terminologi fiqaha dan 
pakar tersebut diatas, dimaksudkansebagai penunaian, yakni penunaian hak 
yang wajib terdapat dalam harta. 
2. Hikmah dan Manfaat Zakat 
Zakat memiliki hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia. 
Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri 
nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang 
tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus da materialistis, menumbuhkan 
ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang 
dimiliki.9  
Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat befungsi 
untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke 
arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah 
SWT terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, 
dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka 
melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.10  
9 Abdur Rahman Qadir. Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Jakarta : Raja Grafindo 
Persada. 1998), 82 
10  Didin Hafidhudhin. Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta : Gema Insani, 2002), 11 
                                                      

































Ketiga, Sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya 
yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya 
digunakan untuk berjihad di jalan Allah.  
Keempat, Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana 
maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam. Hampir semua ulama 
sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama 
golongan fakir dan miskin maupun sabilillah. 11  
Kelima, memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Pelaksanaan riba telah 
terbukti selalu menghancurkan perekonomian, lain halnya dengan zakat, 
selain mengangkat fakir miskin zakat juga akan menambah produktifitas 
masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan 
pula tabungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan secara 
tandas oleh Keynes bahwa tabungan masyarakat tergantung pada tingkat 
employment.12 
Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan Umat, zakat merupakan 
salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola 
dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus 
pemerataan pendapatan, ekonomi with Equity.13 Monzer Kahf menyatakan 
11  Ibid,12 
12 Dawam Rahardjo, Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam (Bandung: Mizan, 
1987), 37 
13 Ahmad Muflih Saefuddin, Pengelolaan Zakatditinjau dari Aspek Ekonomi (Bontang: Badan 
Dakwah Islamiyah, LNG, 1986), 99 
                                                      

































zakat dan sistem pewarisan islam cenderung kepada distribusi harta yang 
egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.14 
Ketujuh, dorongan agama Islam yng begitu kuat kepada orang-orang 
yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan besedekah menujukkan bahwa 
ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha 
sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi 
kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki 
dan munfik.15 
Kedelapan, menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang 
berdiri atas prinsip-prinsip: umatan wahidah (umat yang bersatu), musâwah 
(umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), ukhuwah Islamiyah 




3. Syarat-Syarat Zakat 
a. Syarat-syarat Wajib Zakat 
14 Monzer Kahf, Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap fungsi sitem Ekonomi Islam 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), 88 
15 M. Zainal Muttaqin. Kewajiban menjadi Muzakki.Makalah pada seminar Zakat antara Cita 
dan Fakta. Bogor, Januari 1997 
16 Dikutip dari buku "Panduan Pintar Zakat" Qultum Media. Jakarta. 2008, Dalam 
http://www.qultummedia.com, (26 September 2008) 
                                                      


































Menurut kesepakatan ulama’, zakat tidak wajib atas hamba 
sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah 
yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga mukatib 
(hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan 
dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak 
wajib mengeluarkan zakat, karena meskipun memiliki harta, hartanya 
tidak dimilikinya secarapenuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakat 
diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. 
Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti 
halnya harta yng berada di tangan syarik (partner) dalam sebuah 
usaha perdagangan. Madzab Maliki berpendapat bahwa tidak ada 
kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya karena harta 
milik hamba sahaya tidak sempurna (naqish), padahal zakat pada 
hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. 
Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harat hamba 
sahayanya.17 
2) Islam 
Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam maka tidak 
diwajibkan kepada orang kafir. Firman Allah Ta’ala (yang artinya) :  
17 Wahbah Zuhayly. Zakat Kajian Berbagai Madzab.(Bandung :  PT.Remaja Rodakarya. 
1997), 98-99 
                                                      

































                            
 
"Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami 
jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan." (QS. Al-Furqon 
(25) : 23) 18 
 
Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Muadz 
radiyallahu 'anhu. sewaktu mengutusnya ke negeri Yaman :  
"Beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas 
mereka shodaqoh dari "harta mereka" yang diambil dari orang-orang 
kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari 
mereka." 19 
 
3) Baligh dan Berakal 
Zakat hanya diwajibkan kepada orang dewasa tidak kepada anak-
anak yang belum baligh. Akan tetapi jika anak-anak itu memiliki harta 
yang sudah sampai nishob dan satu tahun maka walinya atau orang 
yang mengurusinya wajib untuk mengeluarkan zakat dengan niat 
untuk mereka.  
Orang yang tidak berakal kedudukannya sama dengan anak-anak, 
maka walinya yang dibebani untuk membayar zakat 
4) Harta yang dikeluarkan adalah aset produktif atau berpotensi 
untuk produktif 
18 Ibid, 98 
19 HR. Bukhari, Kitab Zakat 3:261 no. 1395 dari hadits Ibnu Abbas r.a 
                                                      

































Para fuqaha mensyaratkan “berkembang/produktifitas nilai aset” 
atau mempunyai potensi untuk produktif bagi aset yang wajib 
dizakati.20Yang dimaksud dengan produktifitas aset disini adalah 
bahwa dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat 
mendatangkan hasil arau pendapatan tertentu sehingga tidak terjadi 
pengurangan nilai atas kapital aset. Dalam hal produktifitas aset, 
tidaklah penting apakah perkembangan nilai aset tersebut benar-benar 
terwujud atau tidak, tetapi yang disyaratkan adalah bahwa aset 
tersebut mempunyai potensi untuk berkembang. 
Dalam hal ini Islam menegaskan akan pentingnya produktifitas 
harta tidak terus berkurang dengan dikeluarkannya zakat. Atau dengan 
kata lain kewajiban zakat mendorong umatnya untuk berinvestasi21 
5) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal 
Aset yang dizakati harus diperoleh dari cara yang halal dan baik 
artinyaharta yang haram baik substansi bendanya maupun cara 
mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena 
Allah swt. Tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman 
Allah SWT dalam surah al-Baqarah:267, al-Baqarah : 188 dan surah 
an-Nisa’ : 29 
20 M. Arief Mufriani. Akuntansi dan Manajemen Zakat : mengkomunikasikan kesadaran dan 
Membangun Jaringan (Jakarta : Kencana. 2006), 20 
21 Safri Sofyan, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Zakat, (Jakarta : Pustaka 
Quantum.2001),21  
                                                      

































                           
                          
               
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji.22 
 
6) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya 
Harta tersebut mencapai nishab yang ditentukan.23 Yang 
dimaksud dengan nishab adalah syarat jumlah minimum aset yang 
dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Islam sejak empat belas 
abad yang lalu telah memperhatikan kondisi sosialdan kemampuan 
setiap individu dalam membayar zakat. Oleh karena itu, Islam 
mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat mal agar aset yang dizakati 
harus mencapai nishab tertentu, dengan kata lain, hanya aset surplus 
saja yang menjadi objek zakat. Sebab, tidak logis apabila zakat 
diambil dari orang fakir dan diberikan kepada fakir lainnya. 
7) Harta yang dizakati adalah milik sempurna (milkiyah 
tammah/genuine ownership) 
22  Ibid., 95 
23 Husein Syahatah, Cara Praktis Menghitung Zakat, (Ciputat : Kalam. 2005), 25 
                                                      

































Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset 
kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara 
total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian secara 
umum pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai 
dengan keinginannya dan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan 
tersebut akan menjadi miliknya (free of claim by other). Kepemilikan 
yang tidak cacat hukum ini sangat penting karena sebagaimana yang 
dimaksud dengan zakat adalah pemindahan kepemilikan atas jumlah 
tertentu dari aset kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab tertentu 
kepada orang yang berhak menerima, maka tidak logis jika seseorang 
memindahkan kepemilikan harta yang tidak dimilikinya kepada orang 
lain. 
Demikian pula harta yang wajib dizakatkan disyaratkan 
bersumber dari sesuatu yang halal. Oleh karena itu, harta yang 
bersumber dari hal-hal yang haram tidak wajib dizakatkan. Rasulullah 
saw bersabda, yang artinya “zakat tidak diterima dari harta hasil 
penipuan”. Dalam zakat aset piutang misalnya, jumhur fuqaha’ 
berpendapat bahwa jika piutang tersebut dapat diharapkan 
pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya. Oleh karena 
itu, si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut. Sedangka 
piutang yang diragukan pengembaliannya tidak wajib dizakatkan 
sampai harta itu dikembalikan. Harta semacam ini dihukumi dengan 

































hukum amwal al mustariddah (harta-harta yang hilang dan kemudian 
ditemukan kembali). Dengan demikian pemiliknya tidak wajib untuk 
mengeluarkan zakat atas tahun-tahun yang telah lewat.24 
8) Kepemilikan harta telah mencapai setahun 
Disyaratkan berlakunya satu tahun sudah mencapai nishob jika 
harta berupa mata uang atau binatang ternak, dengan kata lain semua 
harta dihitung hasilnya kecuali apa yang keluar dari bumi. 
Berdasarkan haditsnya Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: 
"Barang siapa yang memanfaatkan harta maka tidak ada zakat 
baginya sampai genap satu tahun pada pemiliknya."25  
 
Maka barang siapa memiliki emas yang sudah sampai nishob dan 
telah berlalu selama satu tahun maka wajib zakat. Jika memiliki harta 
yang belum sampai nishob kemudian memiliki yang bisa 
menyempurnakan nishob maka haulnya dimulai dari memiliki harta 
yang menyempurnakan nishob. Jika sampai nishob kemudian 
beruntung maka keuntungannya itu dihitung dengan modal dasarnya, 
tidak perlu dengan haul yang baru. Jika modal dasarnya tidak sampai 
nishob kemudian ketika genap satu tahun (haul) mencapai nishob 
24 M. Arief Mufraini. Akuntansi dan Manajemen Zakat : mengkomunikasikan kesadaran dan 
Membangun Jaringan (Jakarta : Kencana. 2006), 19-20 
25 HR. Tirmidzi, Kitab zakat 3:26 no. 631 
                                                      

































dengan keuntungannya maka menurut pendapatnya Imam Malik wajib 
untuk dizakati.26 
9) Tidak ada tanggungan utang 
Aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang. Hal ini 
berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang 
meminjakan utang harus didahulukan dari pada hak golongan yang 
berhak menerima zakat. Namun demikian,  di lain pihak jumlah aset 
dari utang yang dibayarkan tersebut akan menjadi aset wajib zakat 
bagi si pemilik piutang (orang yang meminjamkan utang). Dengan 
demikian tidak berlebihan jika kemudian Islam mengindahkan sebuah 
prinsip baku yang diintisarikan dari nash hadits bahwa “penundaan 
membayar utang bgi mereka yang surplus adalah dhalim”, karena 
selain utang mempunyai kepentingan terhadap kemaslahatan orang 
mengutangkan, utang juga sangat berkaitan dengan hak fakir miskin 
di dalam aset wajib zakat.27 
10) Aset Surplus nonkebutuhan Primer 
Maksud dari aset surplus nonkebutuhan primer adalah aset 
kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, 
pangan dan papan). Perbedaan ukuran akan keprimeran sesuatu pada 
26 Qomar Sua'idi, “Syarat-syarat  Harta yang dizakat” dalam http:/www.zisonline.com (20 
Oktober 2009) 
27 M. Arief Mufriani. Akuntansi dan Manajemen Zakat : mengkomunikasikan kesadaran dan 
Membangun Jaringan (Jakarta : Kencana. 2006), 23-24 
                                                      

































saat ini membuat penentuan kebutuhan primer menjadi sulit. 
Untungnya ketetapan fuqaha berkaitan dengan hal ini juga cukup 
fleksibel. Mereka mengembalikan ketetapannya dikembalikan kepada 
sipemilik aset calon muzakki disesuaikan dengan kondisi masing-
masing atau kepada pemerintah lokal untuk menentukan standarisasi 
tertentu untuk penyebutan aset kebutuhan primer. Sebagaimana yang 
disinyalir oleh Dr. Yusuf Qardawi bahwa kebutuhan primer manusia 
akan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan 
zaman, lingkungan dan kondisi karena itu pemerintah bertanggung 
jawab untuk menetapkan standarnya.28 
b. Syarat-syarat Sah Pelaksanaan Zakat  
Pemahaman dan pengalaman terhadap syarat sah ini mutlak 
diperlukan, karena hal ini menjadi penentu sah atau tidaknya zakat, dimana 
tidak sahnya zakat berarti belum gugurnya kewajiban, yang berakibat 
kepada wajibnya penunaian ulang zakat tersebut. Tentu yang demikian ini 
tidak perlu terjadi, karena hanya akan memberatkan muzakki. Syarat-
syarat itu adalah: 
1) Niat 
Semua ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah zakat. 
Pada sisi lain, zakat adalah ibadah wajib yang berwujud mengeluarkan 
28 Ibid, 22 
                                                      

































sebagian harta dan mempunyai perserupaan dengan bentuk 
pengeluaran harta yang lain, baik itu ibadah seperti shodaqah, maupun 
yang bukan ibadah, seperti hibah bukan karena Allah, sedangkan 
fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan, 
begitu pula yang membedakan ibadah yang satu dengan yang lain. 
Ulama juga bersepakat bahwa tempat niat itu di dalam hati, dan tidak 
satupun diantara mereka yang menyaratkan niat dalam bentuk ucapan. 
Walaupun tidak ada larangan untuk mengucapkannya. Sebagai contoh 
niat dalam hati itu bila diungkapkan adalah seperti “ini adalah zakat 
fitrahku”, yang ini zakat fitrah anakku Ahmat” atau “ini zakat hartaku“ 
dan sebagainya.29 
Adapun kapan muzakki berniat, ini bisa dilakukan pada saat 
menyerahkan kepada amil atau langsung kepada mustahik, waktu 
menyerahkan kepada wakilnya dan bisa pula ketika ia menyisihkan 
hartanya untuk zakat. Pada dua waktu niat yang tersebut di akhir, bila 
niat telah dilakukan pada salah satu dari keduanya, maka tidak perlu 
mengulangi niat ketika menyerahkan zakat kepada amil atau secara 
langsung kepada mustahik. 
2) Tamlik (Memindahkan Kepemilikan harta kepada Penerimanya) 
29 Masluchin. “Syarat Syah Zakat”, dalam http:/www.WordPress.com. (14 September 2009) 
                                                      

































Maksud dari syarat ini adalah orang yang hendak berzakat harus 
nyata-nyata menyerahkan hartanya baik kepada amil , langsung kepada 
mustahiq atau melalui wakil. Tidak dibenarkan penunaian zakat itu 
dalam bentuk mempersilahkan orang lain mengambil sebagian 
hartanya atau memakannya lalu ia menganggap itu sebagai zakat. 
Untuk pelaksanaan zakat ini, madzab Maliki menambahkan tiga 
syarat yang lain, yaitu : 
a) Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya haul, atau 
harta tersebut merupakan harta yang thayyib atau telah ada di 
tangan. Dengan demikian, jika zakat dikeluarkan sebelum waktu 
wajibnya tiba, zakat tersebut tidak shahih. Pendapat ini 
bertentangan dengan pendapat jumhur. Mengakhirkan zakat 
sesudah waktu wajibnya tiba, padahal ada kemampuan untuk 
mengeluarkannya secara sebab menjadi adanya tanggungan. Dan 
hal itu merupakan kemaksiatan 
b) Menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiknya, bukn 
kepada yang lainnya 
c) Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati30 
4. Harta yang Wajib dizakati 
a. Zakat Hewan 
30 Wahbah Zuhayly. Zakat Kajian Berbagai Madzab, (Bandung:  PT.Remaja Rodakarya. 
1997), 118 
                                                      

































Hewan adalah salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 
Hewan yang dikeluarkan zakatnya adalah onta, sapi, kerbau, dan kambing. 
b. Zakat emas dan perak / zakat uang  
1) Nisab Emas dan Perak  
Ketentuan tentang nisab emas dan perak sebagai berikut: 
a) Nishab adalah batas minimal dari harta zakat yang bila seseorang 
telah memiliki harta sebesar itu, maka ia wajib untuk 
mengeluarkan zakat. Dengan demikian, batasan nishab hanya 
diperlukan oleh orang yang hartanya sedikit, untuk mengetahui 
apakah dirinya telah berkewajiban membayar zakat atau belum. 
Adapun orang yang memiliki emas dan perak dalam jumlah besar, 
maka ia tidak lagi perlu untuk mengetahui batasan nishab, karena 
sudah dapat dipastikan bahwa ia telah berkewajiban membayar 
zakat. Oleh karena itu pada hadits riwayat Ali radhiyallahu ‘anhu 
di atas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan,  
"Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya 
disesuaikan dengan hitungan itu." 
 
b) Harta emas dan perak yang telah mencapai nishob harus telah 
mencapai haul (masa satu tahun hijriyah). 
c) Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak bila telah 
mencapai nishab adalah 1/40 atau 2,5 %. 

































d) Nishab emas adalah 20 (dua puluh) dinar, setara dengan 70 gram 
emas.  
e) Nishab perak yaitu sebanyak 5 (lima) uqiyah, setara dengan 460 
gram perak.31  
c. Zakat Mata Uang 
d. Zakat kekayaan dagang  
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-
belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, 
pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara 
perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya.32 
Ketentuan: 
1) Telah mencapai haul  
2) Mencapai nishab 85 gr emas  
3) Besar zakat 2,5 %  
4) Dapat dibayar dengan barang atau uang 
5) Berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha ( CV, PT, 
koperasi) 
e. Zakat pertanian  
31 Ali Mahmud Uqily, Praktis dan Mudah Menghitung Zakat, (Jakarta : Aqwam,2009), 54 
32 Alimmahdi,”Zakat Perdagangan” dalam http://www.alimmahdi.com (24 Januari 2006) 
                                                      

































Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila menggunakan pengairan 
secara alami seperti, air hujan, sungai, mata air, adalah 10%. Sedangkan 
yang menggunakan alat-alat tertentu, sekira air tidak dapat menjangkau 
pada lahan pertanian kecuali dengan alat tersebut, maka kadar zakatnya 
adalah 5%.33 
f. Zakat barang tambang dan hasil laut  
1) Zakat barang Tambang 
Harta Makdin ialah sebagaimana dijelaskan berikut ini : 
“Imam Ahmad berpendapat bahwa makdin itu ialah benda yang 
dikeluarkan dari bumi,terjadi di bumi, tapi bukan dari bumi (bukan 
dari tanah) sedangkan harta itu berharga”.34 
 
2) Zakat Hasil Laut  
Imam Ahmad berpendapat, bahwa barang yang dihasilkan dari 
laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain dikenakan zakat jika jumlah 
harganya sejumlah harga hasil bumi senisab. Pendapat itu diperkuat 
oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafi terutama mengenai batu-batuan.35 
g. Zakat investasi  
Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang 
diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi 
33 Muhib Aman Aly, “Fiqhus zakat”,  dalam http://www.pesantrenvirtual.com, (27 April 2011) 
34 H.A. Hidayat, Lc. Panduan Zakat Pintar, (Jakarta : Qultum Media,2008), 87 
35 Lazya Umil, “Zakat Harta”, dalam  http://www.lazyaumil.org , (12 Agustus 2010) 
                                                      

































adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah 
kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll. 
Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan 
tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat 
ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf 
Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman 
Hasan, dll. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat 
menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang 
dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 
untuk penghasilan bersih.36 
h. Zakat Penghasilan  
Syaikh Ibnu Baz rahimahullah yang pernah menjabat sebagai ketua Al 
Lajnah Ad Daimah, pernah berkata,  
“Jika gaji telah mencapai haul (gaji bertahan setahun) dan telah 
mencapai nishob, maka ketika itu wajib dikenai zakat. Namun jika gaji 
tersebut tidak memenuhi dua hal tadi, maka tidak ada zakat.”37 
 
Rumus zakat penghasilan = 1/40 x (total gaji dalam setahun – 
pengeluaran) 
i. Zakat saham dan obligasi  
Menurut Abdurrahman lsa:  
36Ikatan Warga Islam Inalum, “Zakat Investasi”, dalam (http:// 
www.ikatanwargaislaminalum.com  (28 Februari 2010) 
37 Hidayat,Panduan Zakat Pintar, (Jakarta : Qultum Media,2008), 91 
                                                      

































“Tidak semua saham itu dizakati. Apabila saham-saham itu berkaitan 
dengan perusahaan perseroan yang menangani langsung perdagangan, 
seperti impor dan ekspor berbagai komoditas nonmigas atau memproduksi 
tekstil untuk diperdagangkan, maka wajib dizakati seluruh sahamnva. 
Tetapi apabila saham-saham itu berkaitan dengan perusahaan perseroan 
yang tidak menangani langsung perdagangan atau tidak memproduksi 
barang untuk diperdagangkan, seperti perusahaan bus angkutan urnum, 
penerbangan, pelayaran, perhotelan, dan lain lain di mana nilai saham-
saham itu terletak pada pabrik-pabrik, mesin-mesin, bangunan-bangunan 
dengan segala peralatannya dan lain-lain, maka pemegang saham tidak 
wajib menzakati saham-sahamnya, tetapi hanya keuntungan dari saham-
saham itu digabung dengan harta lain yang dimiliki oleh pemegang saham 
yang wajib dizakatinya”.38 
 
Obligasi, ialah surat pinjaman dari pemerintah dan sebagainya yang 
dapat diperdagangkan dan biasanya dibayar dengan jalan undian tiap-tiap 
tahun. 
Kalau pemegang saham suatu perusahaan turut memiliki 
perusahaannya dan nilai/kurs saham-sahamnya bisa naik-turun, sehingga 
pemilik sahamnya bisa untung dan rugi, seperti mudharabah (profit and 
loss sharing), maka berbeda dengan pemilik obligasi sebab ia hanya 
memberi pinjaman kepada pemerintah, bank, dan lain-lain yang 
mengeluarkan obligasi dengan diberi bunga tertentu dan dalam jangka 
waktu tertentu berlakunya obligasi itu. 
Menurut Mahmud Syaltut, eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, 
“Islam tidak membolehkan obligasi, karena termasuk ribal fadhl, kecuali 
kalau benar-benar dalam keadaan terpaksa. Mengenai zakat obligasi ini, 
selama si pemilik obligasi belum dapat mencairkan uang obligasinya, 
karena belum jatuh temponya atau belum mendapat undiannya, maka ia 
38Bagi-bagi Pengetahuan, “Zakat Saham dan Obligasi”, dalam (http://s3s3p.wordpress.com (20 
Desember 2009) 
                                                      

































tidak wajib menzakatinya, sebab obligasi adalah harta yang tidak dimiliki 
secara penuh, karena masih diutang, belum di tangan pemiliknya”. 
 Demikianlah pendapat Malik dan Abu Yusuf. Apabila sudah bisa 









5. Mustahik Zakat 
a. Fakir 
Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. 
Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal 
dalam pandangan jumhur ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang 
kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya 
lebih buruk dari pada orang miskin. 40 
b. Miskin 
Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat 
menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. 
Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta 
dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi 
39  Bagi-bagi Pengetahuan, “Zakat Saham dan Obligasi”, dalam (http://s3s3 p.word press.com 
(20 Desember 2009) 
40 PKPU, “Siapa Mustahik Zakat?”, dalam http://www.pkpu.or.id (29 Juli 2010) 
                                                      

































kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang 
tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan 
mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii 
dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Bagi mereka 
berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima 
zakat.41 
c. Amil Zakat 
Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak 
mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, 
penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh 
pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi 
pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut 
dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti 
penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat 
pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang 
mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan 
harta zakat .42 
d. Muallaf 
41 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004). 24 
42 Lembaga Kemanusiaan ESQ, ”Kategori Mustahik Zakat”, dalam http://www.upz-esq.org. 
(29 July 2010 ) 
                                                      

































Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari 
kuota ini adalah sebagai berikut43: 
1) Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam 
2) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam 
3) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang 
masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru 
mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan 
mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan 
memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan 
menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka 
baik moril dan materil. 
e. Orang Yang Berutang (Garim) 
Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini ialah: 
1) Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa 
dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
2) Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan 
3) Utang itu melilit pelakunya 
4) Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya 
5) Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu 
diberikan kepada si pengutang 
43 Syaikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin,Ensiklopedi Zakat, (Jakarta Timur : Pustaka as-
Sunnah). 54 
                                                      

































f. Mustahik Fisabilillah 
Yang dimaksud dengan mustahik fi sabilillah adalah orang berjuang di 
jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para 
ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta 
meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha 
menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh 
musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang 
bertentangan dengan Islam. Dengan demikian pengertian jihad tidak 
terbatas pada aktifitas kemiliteran saja. 
g. Ibnu Sabil 
Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang 
tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi 
zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut: Sedang dalam perjalanan di 
luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri 
tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap 
sebagai fakir atau miskin.44 
B. Pemikiran Abu Ubaid 
1. Biografi Singkat dan Karya Abu Ubaid 
Abu Ubaid dilahirkan di Basrah, di propinsi Khurasan (Barat Laut 
Afghanistan) pada tahun 154 H dari ayah keturunan Byzantium, maula dari 
44 Lembaga Kemanusiaan ESQ, ”Kategori Mustahik Zakat”, dalam http://www.upz-esq.org. 
(29 July 2010 ) 
                                                      

































suku Ard. Nama aslinya al-Qosim bin Salam bin Miskin bin Ubaid al-Azdhi 
dan wafat tahun 224 H di Makkah. Beliau belajar pertama kali di kota 
asalnya, lalu pada usia 20-an pergi ke Kufah. Basrah, dan Baghdad untuk 
belajar tata bahasa Arab, qira'ah, tafsir, hadis dan fikih (di mana tidak dalam 
satu bidang pun ia bermadzhab tetapi mengikuti dari paham tengah 
campuran). Setelah kembali ke Khurasan, la mengajar dua keluarga yang 
berpengaruh. Pada tahun 192 H, Thabit ibn Nasr ibn Malik (gubernur yang 
ditunjuk Harun al-Rasyid untuk propinsi Thughur) menunjuknya sebagai 
Qadi di Tarsus sampai 210 H. Kemudian ia tinggal di Baghdad selama 10 
tahun, pada tahun 219 H, setelah berhaji ia tinggal di Mekkah sampai 
wafatnya.45 
Dalam pandangan ulama lainnya, seperti Qudamah Assarkhasy 
mengatakan, di antara Syafi'i, Ahmad Ibnu  Hambal, Ishaq, dan Abu Ubaid, 
maka Syafi'i adalah orang yang paling ahli di bidang fiqih (faqih), Ibnu 
Hambal paling wara(hati-hati), Ishaq paling huffadz (kuat hafalannya) dan 
Abu Ubaid yang paling pintar bahasa Arab (ahli Nahwu)". Sedangkan 
menurut Ibnu Rohubah: "kita memerlukan orang seperti Abu Ubaid tetapi dia 
tidak memerlukan kita". Dalam pandangan Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid 
adalah orang yang bertambah kebaikannya setiap harinya. Menurut Abu 
Bakar bin Al-Anbari, Abu Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian, 1/3 nya 
45 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,( 
Jakarta : Gramata Publishing, 2010), 144 
                                                      

































untuk tidur, 1/3 nya untuk shalat malam dan 1/3 nya untuk mengarang. Bagi 
Abu Ubaid satu hari mengarang itu lebih utama baginya dari pada 
menggoreskan pedang di jalan Allah. Menurut lshaq, “Abu Ubaid itu yang 
terpandai diantara aku. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal”. Dari pendapat-
pendapat tersebut terlihat bahwa Abu Ubaid cukup diperhitungkan dan 
memiliki reputasi yang tinggi di antara para ulama pada masanya. Ia hidup 
semasa dengan para Imam besar sekaliber Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. 
Kesejajarannya ini membuat Abu Ubaid menjadi seorang mujtahid mandiri 
dalam arti tidak dapat diidentikkan pada satu mazhab tertentu.46 
2. Latar Belakang Pendekatannya 
Agak sulit melacak latar belakang kehidupan Abu Ubaid, tetapi dari 
beberapa literatur yang ada mengatakan beliau hidup semasa Daulah 
Abbasiyah mulai dari Khalifah al Mahdi (158/775 M). Dalam penelitian 
Nejatullah Siddiqi, masa al Mahdi ini ditemukan tiga tokoh terkenal yang 
menuliskan karyanya di bidang ekonomi adalah, Abu Ubaid (wafat 224/834 
H), Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H/780-855 M) serta Harist bi Asad al 
Muhasibi (165-243 11/781-857 M). Sedangkan pada masa Abbasiyah 
pertama ini keseluruhannya ditemukan lebih dari 200 orang pemikir yang 
terdiri dari selain fuqaha juga filosuf dan sufi. Masa Abbasiyah ini merupakan 
puncak kegemilangan dunia Islam atau masa renaisance. Dan Baghdad 
46 Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,( Jakarta : Rajagrafindo Persada, 
2004),268 
                                                      

































merupakan kota yang kosmopolit saat itu, penduduknya sangat heterogen dari 
berbagai etnis, suku, ras, dan agama.47 
Abu Ubaid adalah salah seorang dari para fuqaha yang menggeluti 
bidang ekonomi dalam hal ini aturan keuangan publik. Ia juga banyak 
menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan selama di Tarsus, di 
sana ia memperlihatkan kemampuannya dalam hal administrasi dan pencatat 
diwan resmi. Alih bahasa yang dilakukannya terhadap kata-kata dari bahasa 
Persi ke bahasa Arab menunjukkan bahwa ia banyak menguasai bahasa 
tersebut. Menurut Jottschalk,'' pemikiran Abu Ubaid ada kemungkinan sangat 
dipengaruhi oleh pemikiran `Abu Amr `Abdurrahman Ibn Amr al Azwa'i, 
karena seringnya pengutipan kata-kata Amr dalam al-Amwal, serta 
dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama syariah lainnya selama ia menjadi 
pejabat di Tarsus.48 
Dengan tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan keberadaban, yang 
lebih membutuhkan rekayasa sosial, Abu Ubaid lebih mementingkan aspek 
rasio/nalar dan spiritual Islam yang berasal dari pendekatan holistik dan 
teologis terhadap kehidupan manusia sekarang dan nantinya, baik sebagai 
individu maupun masyarakat. Atas dasar itu Abu Ubaid menjadi salah 
seorang pemuka dari nilai-nilai tradisional, pada abad III hijriah/abad IX M, 
47  Atho Mudzar, Pendekatan Sejarah Sosial dalam Pemikiran Hukum Islam, (Artikel pada 
Mimbar Hukum, Jakarta: Departemen Agama, 1992). .2 
48 Ibid,  71 
                                                      

































yang berpendapat bahwa revitalisasi dari sistem perekonomian adalah melalui 
reformasi terhadap akar-akar kebijakan keuangan serta institusinya dengan 
berdasarkan al-Qur’an dan al Hadist. Dengan kata lain, umpan balik dari teori 
sosio-politik-ekonomi Islam yang secara umum berasal dari sumber-sumber 
yang suci, al-Qur’an dan Hadist mendapatkan tempat eksklusif serta 
terekspresikan dengan kuat pada pemikirannya.49 
Meskipun fakta menunjukkan bahwa Abu Ubaid adalah seorang ahli 
fikih yang independen, moderat, dan handal dalam berbagai bidang keilmuan 
membuat beberapa ulama Syafi'i dan Hambali mengklaim bahwa Abu Ubaid 
adalah berasal dari kelompok madzhab mereka. Tetapi dalam Kitab al-Amwal 
tidak ada disebut nama Abu Abdul1ah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i 
maupun nama Ahmad Ibn Hambal, melainkan ia sangat sering mengutip 
pandangan Malik ibn Anas dan pandangan sebagian besar ulama madzhab 
Syafi'i lainnya.Ia juga mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf 
dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani. 
3. Konsep Zakat Menurut Abu Ubaid 
a. Pola Dan Sistem Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid 
Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, pengelolaan zakat 
dilakukan dengan menunjuk seorang utusan yang dipercaya oleh beliau 
untuk mengambil zakat pada suatu suku atau daerah tertentu. Rasulullah 
49 Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, cet. ke-
4. 1973),22 
                                                      

































SAW pernah mengutus Mu’adz bin bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, 
dakwahnya yaitu dengan mengajak mereka untuk bersaksi (syahadat), 
menegakkan shalat dan membayar zakat. Posisi Mu’adz disamping sebagai 
seorang da’i, dia juga bertugas sebagai seorang petugas, yang menarik dan 
menyalurkan zakat di Yaman. 
Abu Ubaid dalam karyanya, menyebutkan sebuah hadits yang 
menerangkan praktek penarikan zakat pada masa Rasulullah SAW. Abu 
Ubaid menyebutkan: 
ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻮﺑأ دﻮﺳﻷا ﻦﻋ ﻦﺑا ﺔﻌﻴﳍ ﻦﻋ ﺪﻟﺎَﺧ ﻦﺑ ﺪﻳﺰﻳ ﻦﻋ ﲕﳛ ﻦﺑ ﺪﺒﻋ ﷲ ﻦﺑ ﻲﻔﻴﺻ ﻦﻋ 
ﰊأ ﺪﺒﻌﻣ ﻦﻋ ﻦﺑا سﺎﺒﻋ نأ لﻮﺳر ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو ،ذﺎﻌﳌ ﲔﺣ ﻌﺑﻪﺜ ﱃإ ﻦﻤﻴﻟا لﺎﻗ 
ﲕﻧإ ﻚﺜﻌﺑأ ﱃإ ﻞﻫأ بﺎﺘﻛ ﻢﻬﻋدﺎﻓ ﱃإ ةدﺎﻬﺷ نأ ﻻ ﻪﻟإ ﻻإ ﷲ .نﺈﻓ كﻮﺑﺎﺟأ ﱃإ ﻚﻟذ 
ﻢﻬﻤﻠﻋﺄﻓ نأ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺲﲬ تاﻮﻠﺻ ﰲ ﻞﻛ مﻮﻳ ،ﺔﻠﻴﻟو نﺈﻓ كﻮﺑﺎﺟأ ﱃإ ﻚﻟذ ﻢﻬﻤﻠﻋﺄﻓ نأ 
ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺔﻗﺪﺻ ﻢﳍاﻮﻣأ .نﺈﻓ اوّﺮﻗأ ﻚﻟﺬﺑ ﺬﺨﻓ ﻢﻬﻣ ﻖﺗاو ﻢﺋاﺮﻛ ،ﻢﳍاﻮﻣأ ك�إو ةﻮﻋدو ،مﻮﻠﻈﳌا 
ﻪﻧﺈﻓ ﺲﻴﻟ ﺎﳍ نود ﷲ بﺎﺠﺣ. 
 
Sedangkan dalam riwayat lain, Abu Ubaid mengutip: 
ﻢﻠﻋﺄﻓ نأ ﷲ ﺪﻗ ضﱰﻓا ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺔﻗﺪﺻ ﺬﺧﺆﺗ ﻦﻣ ﻢﻬﺋﺎﻴﻨﻏأ دﱰﻓ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﺋاﺮﻘﻓ. 
Dalam hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid di atas, Rasulullah SAW 
mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman tidak hanya untuk berdakwah, akan 
tetapi ia (Mu’adz) juga bertugas untuk mengambil zakat dari para 
penduduk Yaman yang telah memeluk agama Islam. Kemudian 
menyalurkannya kembali kepada penduduk Yaman yang berhak 
(mustahiq). Kata “ ﺧﺆﺗﺬ  ” (tu`khadzu) pada hadits di atas berarti “diambil”, 

































hal ini menegaskan kembali bahwasanya zakat itu tidak dibayarkan akan 
tetapi diambil dari para muslim yang tergolong wajib zakat (kaya) di 
antara mereka (pendukuk Yaman). Sedangkan pada kata “دﺮﺘﻓ” (fa 
turaddu) yang berarti “lalu dikembalikan”, hal tersebut menerangkan 
bahwa zakat yang diambil dari golongan yang mampu (kaya) di antara 
mereka (penduduk Yaman) disalurkan atau didistribusikan kembali kepada 
golongan fakir-miskin di antara mereka (penduduk Yaman) pula.49F50 
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penarikan dan 
penyaluran zakat didasari oleh wilayah di mana masyarakat berada. 
Penarikan zakat yang dilakukan pada suatu komunitas masyarakat tertentu, 
berarti penyalurannya dilakukan juga pada komunitas masyarakat di mana 
zakat tersebut diambil. Seperti halnya Mu’adz yang mengambil zakat dari 
penduduk Yaman (yang mampu), kemudian menyalurkannya kembali 
kepada penduduk Yaman (yang berhak). Dengan pola distribusi yang 
menjadikan daerah penarikan sekaligus sebagai daerah penyaluran dapat 
memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menjaga dan 
menumbuhkan ukhuwah dan solidaritas sosial dalam sebuah komunitis 
masyarakat. Pola ini juga dapat mengurangi beberapa penyakit hati yang 
berupa iri, dengki dan hasud dalam kehidupan bermasyarakat. 
50 Royyan Ramdhani Djayusman. “Ekonomi Keadilan : Pemikiran Abu Ubaid tentang Zakat” 
dalam http:/www.localhust,com. (20 Januari 2010) 
                                                      

































Prioritas penyaluran zakat diprioritaskan pada daerah di mana zakat 
tersebut diambil. Sedangkan penyaluran zakat ke daerah lain dapat 
dilakukan apabila suatu daerah mengalami kelebihan (surplus) zakat. 
Dalam hal ini diperlukan perhatian serius pemerintah dalam mengawasi 
daerah yang mengalami kelebihan (surplus) dan daerah yang mengalami 
kekurangan zakat. 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem dan 
pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW yang dipaparkan oleh Abu 
Ubaid dalam Kitab Al-Amwal mencakup 3 (tiga) hal, yaitu penarikan 
zakat dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang mewakilinya dan 
pembagian wilayah dalam penarikan zakat dan penyalurannya, serta 
penyaluran silang (cross distribution) antara daerah yang kelebihan zakat 
dan daerah kekurangan zakat.51 
b. Peran dan Fungsi Pemerintah terhadap Zakat 
Zakat sebagai institusi keuangan publik, di mana pemerintah 
bertanggung jawab atasnya telah mengalami degradasi. Karakter  politik 
zakat yang pernah dipertahankan oleh Abu Bakar, telah mulai menghilang 
secara perlahan namun pasti. Pada saat ini, banyak umat muslim yang 
tidak membayarkan zakatnya kepada pemerintah atau pemengang otoritas 
kekuasaan di wilayahnya. Hal tersebut telah terjadi pada saat peralihan 
51 Royyan Ramdhani Djayusman. “Ekonomi Keadilan : Pemikiran Abu Ubaid tentang Zakat” 
dalam http:/www.localhost,com. (20 Januari 2010) 
                                                      

































kepemimpinan dari Ustman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai 
Khalifah keempat. Pada saat itu, umat muslim mulai berselisih pendapat 
perihal pembayaran zakat kepada pemerintah, sebagian ada yang tetap 
membayarkannya kepada pemerintah dan sebagian lainnya 
membagikannya sendiri kepada para mustahiq. 
Abu Ubaid menjelaskan bahwa pada zaman Nabi, sedekah (zakat) 
dibayarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada orang yang beliau 
utus. Setelah beliau wafat, zakat dibayarkan kepada Abu Bakar atau 
kepada orang yang diutusnya. Kemudian, kepada Umar bin Khattab atau 
kepada orang yang diutusnya. Lalu, pembayaran zakat setelah wafatnya 
Umar bin Khattab dibayarkan kepada khalifat penggantinya Ustman bin 
Affan atau kepada orang yang diutusnya. Namun, setelah wafatnya 
Utsman dengan dibunuh oleh para pemberontak, terjadi perselisihan 
diantara umat Islam antara tetap membayarkannya kepada pemerintah atau 
tidak menyalurkannya sendiri. Diantara mereka yang tetap membayarkan 
zakatnya kepada pemerintah adalah Ibn Umar. 
Dalam karyanya Kitab Amwal, Abu Ubaid membahas tiga sumber 
utama penerimaan negara (pemerintah), yakni fai, khums, dan shadaqah, 
termasuk zakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus 
dan mendistribusikannya kepada masyarakat.52 
52 Adiwarman Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.( RajaGrafindo Persada. 
Jakarta.2004). 47 
                                                      

































Dalam hal ini Ibn Umar dipandang sebagai rujukan untuk memberikan 
keputusan pada saat perubahan situasi kepemimpinan pada saat itu. 
Perpecahan umat Islam dalam memperebutkan kepemimpinan antara Ali 
bin Abi Thalib sebagai khalifah terpilih dan Mu’awiyah sebagai pihak 
yang tidak puas atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah mejadikan 
sebagian umat Muslim dalam kebingungan dalam menentukan kepada 
siapa mereka membayarkan zakatnya. 
Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal perihal jawaban Ibn Umar perihal 
kepada siapa zakat dibayarkan: Anshar bertanya kepada Ibn Umar tentang 
(pembayaran) zakat. Dia menjawab, “Bayarkan kepada pengmpul zakat 
(‘umal)” tetapi mereka menjawab “Kadang orang-orang Syam (yakni 
pendukung Mua’wiyah) berkuasa, dan kadang yang lainnya (yakni 
pendukung Ali) berkuasa.” Dia (yakni Ibn Umar) menjawab: “Bayarkan 
kepada mayoritasnya)”. Ibn Umar memberikan jawaban yang berbeda pula 
perihal kepada siapa zakat dibayarkan: Saya berdekatan dengan Ibn Umar, 
seseorang bertanya kepadanya: “Apakah kami harus membayar zakat 
kepada kolektor yang ditunjuk untuk kami (‘ummalina). Dia (Ibn Umar 
menjawab: “Ya”. Kemudian dia (orang yang bertanya itu) mengatakan: 
“Para kolektor yang ditunjuk untuk kami itu non-Muslim (kuffar). Dia 
(rawi) mengatakan: “Ziyad (bin Abihi, di antara penguasa Bani Umayyah) 
menggunakan non-Muslim (untuk mengumpulkan zakat). Dia (Ibn Umar) 

































kemudian menjawab: “Jangan membayarkan zakatmu kepada non-
Muslim”.53 
Pada awalnya Ibn Umar secara tegas menetapkan bahwa zakat harus 
dibayarkan kepada pemerintah (penguasa), disamping hal tersebut 
dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, pemerintah memiliki 
kekuasaan dan kekuatan untuk menarik zakat dari para golongan yang 
mampu. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari karakter zakat itu sendiri 
sebagai institusi keuangan publik sejak zaman Rasulullah. Namun, dengan 
situasi politik yang tidak menentu dan keputusan pemerintah pada masa 
kepemimpinan Ziyad dari Bani Umayyah, pemerintah pada waktu itu 
menetapkan petugas zakat dari non-muslim. Keputusan politis pada waktu 
itu mendorong Ibn Umar untuk mengungkapkan pendapatnya dengan 
melarang membayarkan zakat kepada para petugas nonmuslim. 
Keputusan Ibn Umar tersebut didasari oleh keadaan politik pada saat 
itu, akan tetapi pada dasarnya zakat tetaplah sebagai institusi keuangan 
publik. Meskipun pemerintah yang berkuasa menetapkan petugas yang 
non-muslim, ataupun umat muslim tinggal di tempat yang dipimpin bukan 
oleh pemerintahan Islam, karakter zakat sebagai institusi keuangan publik 
tidak dapat hilang begitu saja. Hal ini karena zakat berasal dari masyarakat 
(publik) dan didistribusikan kepada masyarakat (publik) pula. Umat Islam 
53 Ugi Suharto. Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab Al-Amwal 
Abu Ubayd. (Yogyakarta : Pusat Studi Zakat (PSZ)Cetakan Pertama.2004), 43 
                                                      

































yang tinggal di pemerintahan nonmuslim, dapat membentuk lembaga zakat 
yang bertugas sebagai pemegang otoritas untuk menarik zakat dan 
menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. 
Tujuan akhir dari zakat adalah penyalurannya (distribusi) kepada 
sebagian masyarakat yang membutuhkannya (mustahiq) sehingga dapat 
memberikan distribusi pendapatan yang adil yang mana akan memberikan 
pengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan 
tersebut, pengelolaan zakat, dari penarikan hingga penyalurannya harus 
dilakukan oleh sebuah institusi khusus, sehingga zakat dapat dikelola 
dengan baik. Pembayaran zakat secara individual tentunya akan 
menjadikan pola distribusi zakat tidak terkontrol dan tidak merata, serta 
tujuan akhir dari zakat itu akan sulit untuk dicapai. 
c. Hubungan antara Zakat dan Politik (Kekuasaan) 
Karakter politis zakat adalah karakter yang menjadikan zakat sebagai 
institusi keuangan public.namun, ia merupakan institusi keuangan public 
yang khas karena ia memiliki karakter religius. Meskipun pada masa Nabi 
kedua karakteristik zakat itu disatukan, segera setelah Nabi wafat, ada 
fenomena di mana keduanya diperlakukan secara terpisah. Adalah peran 
Abu Bakar yang menjelaskan kedua karakteristik zakat dan meskipun 
melalui usahanya karakteristik religius dan polisi zakat ditetapkan.54 
54 Ibid , 47 
                                                      

































Masalah apakah zakat dibayarkan kepada pemerintah, dan bukan 
kepada Nabi, muncul pada masa khalifah Abu Bakar ketika beberapa 
kabilah Arab menolak membayarkan zakatnya setelah wafatnya Nabi. 
Qardhawi (2004) menyebutkan bahwa alasan mereka menolak membayar 
zakat setelah Nabi wafat, oleh karena mereka menganggap perjanjian 
mereka dengan Nabi tentang kewajiban syahadat, shalat dan zakat telah 
batal dengan wafatnya orang yang dalam perjanjian. Hal itu oleh karena 
sikap kabilah-kabilah itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang 
megakui nabi-nabi palsu, ada yang tidak mengakui syari’at Islam dan 
menghindari kewajiban shalat dan zakat semuanya, ada pula yang 
mengakui shalat dan sayriat-syariat Islam lainnya tetapi masih ragu-ragu 
menerima zakat, hal tersebut di atas dikarenakan mereka baru memeluk 
Islam dan masih terpengaruh oleh kehidupan badui mereka, bukan oleh 
karena belum mengerti zakat, yang atas dasar itu Imam Abu Sulaiman 
Khattabi dan lainnya menggolongkan mereka “pembangkang” bukan 
“murtad” walaupun mereka juga tidak mengakui zakat itu wajib setelah 
Nabi wafat. 
ketika Umar keberatan dengan keputusan Abu Bakar, dia tidak 
berdebat dengan Abu Bakar atas dasar kekaburan posisi zakat, karena 
karakter zakat, paling tidak sebagai institusi keagamaan, telah dipahami 
oleh mayoritas sahabat selama masa kehidupan Nabi. Persoalan yang tidak 
disetujui Umar sesungguhnya adalah kebijakan Abu Bakar untuk 

































memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Namun ketika 
Abu Bakar menjelaskan pandangannya, ketidaksetujuan Umar 
sebelumnya, kemudian sirna.55 
Abu Ubaid menjelaskan berkaitan dengna pengumpulan zakat, hak 
pemerintah untuk melaksanakan kekuatan politisnya, bagaimanapun juga, 
hanya terbatas pada bentuk kekayaan yang tampak (amwal zahiriyah) dan 
tidak pada kekayaan yang tidak tampak (amwal batiniyah). Bentuk harta 
yang tidak tampak (amwal batiniyah) merupakan jenis harta yang mudah 
disembunyikan oleh pemiliknya, yang pada masa Abu Bakar termasuk 
uang yakni emas dan perak. Sejauh berkaitan dengan harta yang 
tesembunyi, pemerintah tidak memiliki hak politik untuk memaksa orang 
membayar jenis kekayaan ini. Karena berkebalikan dengan harta yang 
tambap yang masuk dalam wilayah zakat berkarakter politis, harta 
tersembunyi masuk dalam wilayah zakat berkarakter religius.56 
Berkaitan dengan harta tersembunyi, tidak ada riwayat apakah Nabi 
dan Khalifah setelahnya menerapkan kekuasaan politik terhadapnya atau 
tidak.57 
55 Ibid , 49 
56 Ibid, 51 
57 Ibid, 52 
                                                      

































Sunnah telah membedakan antara keduanya. Tidaklah kalian melihat 
bahwa Nabi kadang mengirim pengumpul zakat (mushaddiq) ke (para 
pemilik) binatang ternak dan mengambil darinya baik dengan rela (rida) 
atau terpaksa (kurh). Hal yang sama juga dilakukan oleh para pemimpin 
negara setelah beliau. Dan atas dasr ini Abu Bakar memerangi mereka 
yang tidak mau (membayar) zakat binatang ternak. Tidak ada pentunjuk 
bahwa Nabi dan khalifah-khalifah setelahnya memaksa orang membayara 
zakat uang (sadaqat al-samit). Sebaliknya, mereka (masyarakat muslim) 
leibh membayarnya tanpa paksaan, sebagaimana ia diamanahkan kepada 
mereka untuk membayarnya.  
Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami dengan cukup jelas bahwa 
zakat memiliki 2 (dua) karakter yang berbeda. Karakter politis zakat, 
menjadi alasan pemerintah atau penguasa politik dalam melakukan upaya 
untuk menjamin zakat dapat dijalankan dengan baik, khususnya pada harta 
yang tampat (amwal zahiriyah). Sedangkan karakter religius zakat lebih 
memberikan penekanan kepada kesadaran dari masing-masing individu 
muslim untuk membayar zakat dari hartanya yang tidak tampak (amwal 
batiniyah). 
Pemerintah tidak memiliki otoritas untuk memaksa para muzakki agar 
membayar zakat atas segala jenis harta yang tidak tampak (amwal 
batihiyah). Abu Bakar dalah hal ini memiliki peran yang sangat penting 
dalam menjaga karakter zakat, khususnya karakter politisnya. Abu Bakar 

































telah mengambil keputusan yang tepat dalam hal memerangi para 
pembangkang zakat. Jika Abu Bakar tidak memerangi para pembangkang 
zakat, maka karakter politis zakat akan punah, sehingga zakat hanya 
dipandang sebagai sebuah kewajiban invidivu dan penyalurannya dapat 
dilakukan secara invidivu juga.58 
 
58 Royyan Ramdhani Djayusman. “Ekonomi Keadilan : Pemikiran Abu Ubaid tentang Zakat” 
dalam http:/www.localhost,com. (20 Januari 2010) 
                                                      


































CROSS DISTRIBUTION ZAKAT 
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DOMPET DHUAFA 
A. Profil Dompet Dhuafa 
1. Sejarah 
Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang 
berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana 
ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan 
legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan maupun lembaga). 
Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang 
banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan 
kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun 
yang peduli kepada nasif dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, 
Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan 
Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa RepublikaSejak kelahiran Harian 
Umum Republika awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% 
dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap 
dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu 
56 

































yang kurang efektif, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana 
tidak dapat maksimal.1 
Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan 
menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. 
Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. 
Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambilan di lingkungan Republika pun 
terdorong untuk dikembangkan. Apalagi kala itu, masyarakat luas telah terlibat 
menyalurkan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) nya melalui Dompet Dhuafa.  
2. Legalitas 
Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompet Dhuafa tercatat di 
Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. 
Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH 
tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 
163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompet Dhuafa merupakan 
institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 
2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan 
Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA 
REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.2 
1 Dompet Dhuafa, Tentang Kami, dalam http://www.dompetdhuafa.org 
2 Dompet Dhuafa, Tentang Kami, dalam http://www.dompetdhuafa.org 
                                                            

































Dan berangsur-angsur dibentuk cabang Dompet Dhuafa di berbagai kota 
diseluruh Indonesia. Termasuk di Jawa Timur yang beralamatkan di Jl. Ngagel 
Jaya Selatan No.69 Surabaya, Jawa Timur Ph  : +62 31 5023290 Fax : +62 31 
5026347 
3. Prinsip Dasar 
a) Moral, meliputi:jujur, amanah dan ihsan.  
b) Kedudukan lembaga, meliputi: non-politik, netral-objektif, independen 
dan non-rasial.  
c) Manajemen, meliputi: transparan, dapat dipertanggungjawabkan, 
profesional, berdayaguna, berhasilguna dan berorientasi pada perbaikan 
terus menerus.  
d) Pengembangan, meliputi:inovatif, kreatif, berorientasi pada social 
entrepreneurship dan investasi sosial.  
Fiqih , meliputi:bukan semata ibadah ritual, meraup sekaligus tiga unsur 
yaitu muzakki, amil dan mustahik.3 
 
 
4. Visi, Misi dan Tujuan 
3 Muzammil, Seputar Dompet Dhuafa, (Jakarta : majalah Dompet Dhuafa, 2008),9 
                                                            

































a) Visi  
Bertekad menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang 
bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan. 
 
b) Misi  
1) Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif 
gerakan pemberdayaan masyarakat. 
2) Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat. 
3) Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang 
berbasis kekuatan sendiri. 
4) Mengadvokasi paradigma ekonomi berkeadilan4 
c) Tujuan  
1) Meningkatnya efektivitas kinerja lembaga. 
2) Meningkatnya otonomi jaringan lembaga melalui devolusi 
(desentralisasi dan pelimpahan wewenang). 
3) Meluasnya pemahaman, penerimaan dan pelaksanaan ekonomi 
berkeadilan. 
4) Meningkatnya pendayagunaan aset masyarakat melalui pengelolaan 
ziswaf dan derma. 
5) Tercapainya kemandirian komunitas sasaran. 
4 Ibid, h. 9 
                                                            

































5. Inti Aktifitas 
Inti Aktifitas Dompet Dhuafa adalah : “MENYANTUN DHUAFA, 
MENJALIN UKHUWAH, MENGGUGAH ETOS KERJA". Inti aktivitas ini 
dijabarkan pada 3 (tiga) konsentrasi manajemen berikut ini :  
a) Manajemen Lini, diantaranya : penghimpunan dan pendayagunaan  
b) Manajemen Pendukung, diantaranya : keuangan dan administrasi  
c) Manajemen Kontrol, diantaranya : dewan syariah dan internal auditor5 
6. Sistem Manajemen Mutu 
Organisasi dengan sistem adalah tumpuan kesinambungan. Sebagai 
langkah penyempurnaan sistem yang telah dibangun, lembaga 
mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu standar ISO 9001:2000. 
d) Badan Wakaf 
Badan wakaf adalah representasi masyarakat sebagai stakeholder 
lembaga. Komposisi terbesar badan wakaf adalah personal-personal yang 
diajukan oleh masyarakat secara terbuka berdasarkan reputasi, kredibilitas dan 
integritas. Eksistensi badan wakaf merupakan wujud dedikasi lembaga 
sepenuhnya kepada publik. Dompet Dhuafa adalah lembaga milik masyarakat. 
 
 
e) Masa Depan 
5 Dompet Dhuafa, Tentang Kami, dalam http://www.dompetdhuafa.org 
                                                            

































Dompet Dhuafa memegang posisi strategis dengan tiga peran yang 
dimainkan. Pertama, lembaga berperan sebagai pembuka kran 
muzakki/donatur. Kedua, Dompet Dhuafa berperan sebagai kreator program-
program pemberdayaan. Ketiga, dengan program yang dirancang, Dompet 
Dhuafa memberdayakan dhuafa. 
Dari sudut pandang lain, ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) merupakan 
sumber dana abadi. Maka kegiatan yang berkait dengan ZIS (zakat, infaq dan 
shadaqah) dan pemberdayaannya tidak akan pernah berakhir. Eksistensi 
Dompet Dhuafa adalah kebutuhan masyarakat.  
Dari kedua sisi tersebut, Dompet Dhuafa memantapkan diri untuk eksis 
sesuai visi dan misinya. Dan untuk menyongsong masa depan dan 
perkembangan lembaga, Dompet Dhuafa bergerak dengan jejaring multi 
koridor. 
B. Cross Distribution Zakat Dompet Dhuafa 
1. Latar Belakang pelaksanaan Cross Distribution Zakat di Lembaga Amil 
Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa 
a. Distribusi Pendapatan yang Adil 
Islam menekankan pembayaran zakat untuk redistribusi pendapatan 
dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, yang -karena 
ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi (kondisi-kondisi fisik 
atau mental yang bersifat eksternal, misalnya ketiadaan kesempatan kerja)- 
tidak mampu mencapai tingkat hidup yang terhormat dengan usaha sendiri. 

































Hal ini dimaksudkan agar “kekayaan tidak hanya beredar di kalangan 
orang-orang kaya diantaramu saja” (QS. 59:7). 
Berkenaan dengan masalah ini, zakat mempengaruhi hubungan antar 
kelompok sosial ekonomi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk 
memobilisasi pendapatan untuk mencapai keadilan sosial, kesetaraan dan 
keadilan distribusi, dan transformasi produktif bagi penerima dan pemilik 
asset (orang kaya). Sedangkan umat dengan kondisi ekonomi lemah tidak 
hanya ditemukan di Surabaya. Bahkan di daerah lain tidak jarang yang 
kondisi ekonominya jauh lebih rendah dari pada di Surabaya. Oleh karena 
itu Dompet Dhuafa ingin berbagi zakat secara lintas wilayah (croos 
distribution).  
Menurut Penturan Bapak Shufyan Bahri  (Pimpinan  Dompet Dhuafa 
Jatim) : 
“Kesejahteraan hakiki dalam kerangka syariah tidak melulu 
direalisasikan dengan mengkonsentrasikan diri pada upaya maksimalisasi 
kekayaan dan konsumsi, ia juga memerlukan pemenuhan kebutuhan 
material dan spiritual yang seimbang termasuk menjadi agen untuk 
mengentaskan kemiskinan dengan cara derma dan zakat”.6 
 
Akan tetapi, konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan 
kekayaan dan konsepsinya tentang keadilan ekonomi ini tidaklah berarti 
menuntut bahwa semua orang harus menerima upah yang sama, tanpa 
memandang kontribusinya kepada masyarakat. 
6 Shufyan Bahri, wawancara, Surabaya 13 Mei 2011 
                                                            

































Islam mentolerir ketidak-samaan pendapatan sampai tingkat tertentu, 
karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya 
kepada masyarakat (QS. 6:165; 16:71; 43:32). 
Karena itu, keadilan distributif dalam masyarakat Islam, setelah 
memberi jaminan tingkat hidup yang manusiawi kepada seluruh warganya 
melalui pelembagaan zakat, mengijinkan perbedaan pendapatan yang 
sesuai dengan perbedaan nilai kontribusi atau pelayanan yang diberikan, 
masing-masing orang menerima pendapatan yang sepadan dengan nilai 
sosial dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat.7 
Jika kita ingat alam semesta diciptakan oleh Yang Maha Tunggal. 
Manusia menjadi wakil-Nya di muka bumi. Mereka bersaudara, dan tidak 
ada yang membedakan satu dengan yang lain lantaran ras, kekayaan, jenis 
kelamin, kebangsaan maupun kekuatan. Termasuk harus bersaudara dalam 
transformasi kekayaan/pendapatan dengan cara yang adil guna 
menciptakan kehidupan yang sejahtera dan berupaya mengentaskan 
kemiskinan. 
 
b. Urgensitas dan Skala Prioritas 
Zakat adalah salah satu bentuk amal. Zakat sebagai amal adalah 
kewajiban untuk mengambil harta tertentu untuk tujuan tertentu pula 
7 Hilmi,Menanti Kiprah Pemerintah terhadap Zakat (Jakarta : Makalah pada diskusi “Menanti 
Kiprah Pemerintah terhadap Zakat”.2010),3 
                                                            

































dengan mempertemukan tanggung jawab sosial. Salah satu kewajiban 
sosial adalah pengurangan kemiskinan. Disini operasional zakat Dompet 
Dhuafa dengan pola cross distribution berupaya menjamin kebutuhan dasar 
bagi mereka yang membutuhkan dan menjaga keseimbangan sosial 
meskipun penyalurannya lintas wilayah. Penggunaan zakat sebagai 
pengurang kemiskinan menjadi prioritas utama Dompet Dhuafa selain itu 
juga dapat dilihat sebagai contoh aspek deontological consequentialism 
(hak dan kewajiban) etika transformasi pasar.  
Menurut Bapak Shufyan Bahri (Pimpinan Dompet Dhuafa):  
“Memberikan kekayaan publik bagi kemaslahatan untuk membangun 
sebuah lingkungan di beberapa daerah, misalnya membangun saluran air 
seperti lima titik daerah Ponorogo dan dua titik daerah Jember, itu sangat 
bermanfaat bagi keseimbangan ekologi. Daerah tersebut memang benar-
benar tidak terjangkau air bersih, sebelum dibangun oleh Dompet Dhuafa, 
warga yang tinggal di daerah sana harus mencari air bersih ke lembah-
lembah. Itupun hanya berkisar sepuluh liter perhari. Hanya diperuntukkan 
masak dan minum, sedangkan untuk mandi mereka hanya menggantungkan 
sisanya saja, jika tidak ada sisa mereka tidak bersih diri/mandi. Oleh 
karena itu zakat menjadi sumber aliran dana yang diterima secara luas 
dalam kesejahteraan umat dengan elemen baik moneter maupun aset sosial 




c. Transformasi Produktif 
Islam tidak mengajarkan untuk menghasilkan free-ridership (orang 
yang menggantungkan hidupnya pada amal/zakat orang lain). Hal tersebut 
tidaklah diperlakukan sebagai pengeluaran tanpa pengembalian yang 
8 Shufyan Bahri,Wawancara,Surabaya 20 April 2011 
                                                            

































mempunyai dampak positif bagi transformasi sosial ekonomi. Akibatnya, 
zakat dipahami sebagai media mobilisasi produktif sosial dari mereka yang 
mempunyai sumber daya lebih (muzakki) kepada si miskin (mustahik) 
untuk mengaktifkan kedua kelompok tersebut untuk saling berinteraksi, 
mengintegrasikan dan sejahtera dalam sosial ekonomi. Orang kaya 
mendorong integrasi tersebut dengan berpartisipasi dalam pemenuhan 
kebutuhan sosial melalui pengeluaran sebagian sumber daya yang 
dimilikinya. Orang yang membutuhkan berpartisipasi dengan 
memanfaatkan sumber daya yang diberikan kedalam bentuk kegiatan 
produktif dalam rangka transformasi pengurangan kemiskinan dalam 
negara. Dalam hal ini Dompet Dhuafa mencoba untuk memfasilitasi kedua 
elemen tersebut, guna efisiensi dan efektifitas pemungutan zakatnya 
sekaligus penyalurannya. Dengan daerah penyalurannya lintas wilayah.9 
Hal ini mengharuskan adanya prinsip  komplementer seluruh 
hubungan sektoral, partisipasi ekonomi secara lebar. Hubungan saling 
menguntungkan antara orang  kaya dan miskin dalam hal ini adalah untuk 
berbagi dalam usaha amal sebuah prospek untuk mencapai stabilitas sosial 
dan hibah ekonomi yang menghantarkan barang sosial sebagai balasan bagi 
semuanya10 
9 Mohammad Nejatullah Shiddiq, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, suatu survai dalam 
Adiwarman Karim : Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta, IIIT (Indonesia), 2002),57 
10 Fakhruddin,Fiqh Dan Manajemen Zakat, (Malang :UIN Malang Press,2008).32 
                                                            

































d.  Syiar Islam 
Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi 
meneggakkan syariat Allah Swt dan dimensi sosial, dimana setiap jiwa 
manusia saling membutuhkan satu sama lain. Islam mencakup ruang 
lingkup ibadah, sosial, ekonomi dan nilai-nilai universal lainnya. 
Di era modernisasi sekarang ini, umat manusia sedang dilanda bencana 
spritualitas. Dimana nilai-nilai Robbaniyah tidak lagi bersama aktifitas 
manusia itu. Orientasi materialisme telah membuat manusia jauh dari Allah 
Swt. Akhirnya manusia berada dalam kebimbingan hidup, kegelisahan 
jiwa, dan kekacauan pikiran. Inilah yang disebut split personality (pribadi 
yang terpecah-pecah jiwanya).11   
Lalu apa kaitannya dengan perintah zakat, bahwa perintah zakat sangat 
berkorelasi dengan ketentraman jiwa seseorang secara individu maupun 
kolektif. Syiar tentang zakat tidak semarak ibadah-ibadah lainnya dalam 
Islam.  
Sedangkan di belahan wilayah lain tidak sedikit warga yang memeluk 
agama lain bahkan banyak yang murtad dan pindah ke agama lainnya 
hanya agama yang lain memberikan bantuan materi berupa bahan sembako 
dan kebutuhan keseharian lainnya. Bisa dikatakan upaya hinduisasi seperti 
di kawasan Lumajang yang terletak di Dusun Duren Desa Wonocepokoayu 
11 Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas,( malang : UIN Press,2007),44 
                                                            

































Kecamatan Senduro. Dengan hadirnya Dompet Dhuafa diharapkan mampu 
untuk membujuk mereka untuk kembali ke agama Islam dan menjalankan 
syariat-syariatnya. Tanpa harus disibukkan urusan “perut”. Jika hasil zakat 
yang diberikan kepada warga tersebut tidak mampu menjangkau secara 
optimal minimal Dompet Dhuafa representative dari umat Islam yang 
masih peduli dengan kehidupan yang demikian.   
2. Pola Cross Distribution Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet 
Dhuafa dan Bentuk-bentuk Distribusinya 
a) Pola Cross Distribution Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet 
Dhuafa 
Zakat adalah ibadah maliyah ijtima’iyah (Ibadah yang berkaitan 
dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari 
lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam 
syariat islam. Perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi. 
Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya 
senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai 
dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna 
mengurangi kemiskinan. 
Pola cross distribution yang dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) Dompet Dhuafa dapat disimpulkan bahwa penarikan dan penyaluran 
zakat tidak didasari oleh wilayah di mana masyarakat berada. Penarikan 
zakat yang dilakukan pada suatu komunitas masyarakat tertentu, berarti 

































penyalurannya dilakukan pada komunitas masyarakat tanpa memperhatikan 
di mana zakat tersebut diambil. Berbeda dengan Mu’az yang mengambil 
zakat dari penduduk Yaman (yang mampu), kemudian menyalurkannya 
kembali kepada penduduk Yaman (yang berhak). Dengan pola distribusi 
yang menjadikan daerah penarikan dengan penyalurannya lintas wilayah 
dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terutama dapat 
meningkatkan syiar Islam sekaligus dapat meringankan beban masyarakat 
yang berada di wilayah yang bersangkutan. Keadaan yang sangat 
memperihatinkan dan rasa kemanusiaan yang tinggi hingga pola ini 
diterapkan.  Pola ini juga dapat mengurangi beberapa penyakit hati yang 
berupa iri, dengki dan hasud dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu 
dapat memberikan kehidupan yang layak bagi orang-orang yang berhak 
dan hal ini menjadi skala prioritas, tanpa mengabaikan orang-orang miskin 
di daerah sekitar penarikan zakat. 
Semua harta zakat ditarik dari para muzakki yang berada di Surabaya, 
namun penarikannya tidak hanya di Surabaya, melainkan diluar Surabaya 
bahkan di luar pulau Jawa.  
Dompet Dhuafa dengan berbagai program-programnya berharap 
mampu espansi lintas wilayah, supaya kehadiran Dompet Dhuafa dapat 
memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dhuafa diseluruh Jawa 
Timur bahkan luar Jawa dan luar negeri. Hal itu bukan berarti mengabaikan 

































wilayah Surabaya, tetapi mencoba merangkul semua wilayah yang 
kaumnya masuk kategori berhak menerima zakat (mustahik) 
b) Bentuk Program Cross Distribution Zakat di Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) Dompet Dhuafa 
1) Sosial 
a) Kesehatan 
1) Operasi katarak gratis 
2) Bantuan pemeriksaan dan pengobatan ringan terbatas 
3) Aksi layanan sehat 
4) Tambahan asupan gizi – keluarga miskin 
5) Pembagian sembako 




1) QURAN SCHOOL (metode Tilawati) 
2) Pelatihan Komputer & LBB khusus Tuna Netra 
3) Beasiswa (kebutuhan sekolah) : SD, SMP, SMA 
c) Konservasi Alam 
1) Air untuk Kehidupan 

































Air sebagai komoditas utama kehidupan banyak 
berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat bilamana 
ketersediannya tidak tercukupi. Air juga salah satu sarana vital 
dalam beribadah bagi hampir semua ibadah ritual, karena 
merupakan unsur pembersihan dan pensucian jasmani melalui 
wudu dan mandi. Ketersediaan air yang memadai bukan hanya 
bermanfaat untuk kesehatan jasmani, juga sangat menunjang 
untuk kesehatan rohani warga di sekitarnya. 
Air yang merupakan salah satu hajat hidup orang banyak 
tidak boleh dikuasai untuk diperdagangkan secara sewenang-
wenang. Di beberapa daerah di Indonesia yang kekurangan air, 
air menjadi sarana penzaliman atas komunitas miskin di mana 
mereka harus mengeluarkan sejumlah besar uang, bahkan 
berutang hanya untuk bisa minum dan mandi. 
Air yang merupakan isu sensitif pada satu dasawarsa 
terakhir terus menjadi pembicaraan banyak pihak. Kekurangan 
air, pengurangan mutu air dan aneka permasalahan air lainnya 
membuat isu air ini akan menjadi isu yang penting pada masa 
datang. Banyak daerah yang berlimpah air seperti daerah 
pesisir pantai, justru tidak menikmatinya karena ternyata airnya 
berstatus payau. 

































Di beberapa daerah di Indonesia, air bahkan menjadi 
barang komoditas yang mahal. Setiap hari, ribuan liter air 
dijual oleh para tengkulak pada warga yang kekurangan air. 
Atau warga harus berpeluh-peluh untuk naik-turun gunung 
demi mendapatkan satu jerigen air bersih. Mereka mengeluh 
karena daerah mereka diabaikan, dan dibiarkan. 
Dalam rangka penyelamatan kehidupan inilah, Dompet 
Dhuafa menginisiasi sebuah program bertajuk “Air untuk 
Kehidupan”. Dompet Dhuafa bersama dengan masyarakat 
setempat membangun sarana dan prasarana air bersih guna 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah kritis. 
Program ini sudah sampai pada tahap survey kelayakan yang 
melibatkan warga dan tokoh masyarakat di lima provinsi di 
Indonesia yaitu Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara 
Barat, dan Jawa Timur.12 
Dompet Dhuafa sebagai lembaga yang berkhidmat untuk 
hajat hidup orang banyak, tidak membiarkan terjadinya 
penzaliman manusia disebabkan persoalan air. Dompet Dhuafa 
dengan mengajak serta cabang dan perwakilan di seluruh 
Indonesia, mencari daerah dengan tingkat kerawanan air yang 
12 Republika,”Sedekah Pohon, Pemberdayaan dan Penghijauan ala Dompet Dhuafa” dalam 
http:/www.republika.co.id 
                                                            

































tinggi, dan menginisiasi membangun instalasi pengadaan air 
bersih. 
Dalam program ini Dompet Dhuafa membantu 
menyediakan material pembangunan air bersih dan masyarakat 
menyediakan tenaganya untuk membangun secara sukarela. 
Program yang menjangkau sekitar 50 titik di seluruh pelosok 
Indonesia ini murni menggunakan sumber daya lokal, baik 
bahan, dan sumber daya manusianya. 
Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur Dompet Dhuafa 
dapat menjangkau 5 (lima) titik di Ponorogo yang menyebar di 
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 
dan di Dusun Kedung Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun 
Kabupaten Ponorogo dan 2 (dua) titik di Jember yang 
menyebar di Dusun Karangharjo Desa Turah Cangkir 
Tempurejo Kabupaten Jember dan Desa Arjasa Kecamatan 
Arjasa Kabupaten Jember. Yang kondisi masyarakatnya seperti 
dijelaskan di atas.13 
2) Sedekah Pohon 
Program Sedekah pohon adalah salah satu program 
unggulan Dompet Dhuafa Republika tahun ini. Nama 
programnya adalah "DD Goes Green". 
13 Shufyan Bahri, Wawancara. Surabaya. 25 Juli 2011 
                                                            

































Pimpinan  Dompet Dhuafa, Bapak Shufyan Bahri 
menjelaskan:  
“Dengan program sedekah pohon, para dermawan dapat 
bersedekah sekaligus menghijaukan Indonesia. Dengan uang 
Rp 100 ribu, kita dapat mensedekahkan satu pohon”.14 
Untuk kaum dhuafa, sedekah pohon juga dinilai lebih 
bermanfaat. Bapak Sofyan mengatakan : 
“pohon yang diberikan kepada kaum dhuafa adalah 
pohon produktif. "Kita perkirakan dalam waktu dua tahun, 
pohon itu sudah berbuah,".15 
Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan insentif kepada 
kaum dhuafa penerima pohon. Insentif tersebut, lanjutnya, 
digunakan untuk merawat bibit pohon hingga berbuah.  
"Jadi insentif itu akan diberikan selama dua tahun untuk 
masing-masing kelompok, Satu kelompok, bisa terdiri dari 20 
orang. Besarnya insentifpun bermacam-macam. Dari satu juta 
hingga dua juta rupiah,”.16 
 
d) Lamusta 
Program Layanan Mustahik (Lamusta) Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) Dompet Dhuafa yang bertujuan membantu mengurangi 
beban ekonomi keluarga tak mampu. Diantara programnya adalah: 
1) Bantuan  Ibnu Sabil 
14 Shufyan Bahri, Wawancara. Surabaya. 20 Mei 2011 
15 Shufyan Bahri, Wawancara. Surabaya. 20 Mei 201 
16 Shufyan Bahri, Wawancara. Surabaya. 20 Mei 2011 
                                                            

































2) Bantuan  Muallaf, Wakaf Quran Dan Sound System  Masjid 
2) Ekonomi 
a) Kubisa (Inkubasi Usaha) 
Merupakan program yang ditujukan untuk mengembangkan 
potensi kewirausahaan individu dan kelompok/keluarga TKI. 
Dengan konsep inkubasi yang artinya penanganan menyeluruh dari 
hulu hingga hilir maka program ini akan memberikan pendampingan 
secara tuntas dari pra hingga pasca terhadap jenis usaha yang 
memenuhi “syarat” untuk didampingi. Pada prinsipnya usaha yang 
dimaksud adalah usaha yang berbasis keswadayaan dalam skala 
usaha kecil menengah (UKM). 
Adapun teknis pendampingan yang diberikan mencakup: 
1) Bimbingan teknis (bintek) entrepreneur. 
2) Pembukaan akses pasar 
3) Pembinaan kelompok usaha dan kebutuhan dampingan lainnya. 
b) Pendampingan Kelompok Pedagang Makanan Sehat (KPMS) 
Program Kelompok Pedagang Makanan Sehat (KPMS) 
Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa tengah digulirkan di 
Surabaya. Komariyah pun bergabung. 
Program pendampingan KPMS tentu berbasis kelompok dengan 
penggerak para kader lokal. Dalam proses penentuan kader-kader 
lokal, tampaklah di antaranya Siti Komariyah. Seorang mitra 

































perempuan yang cukup aktif. Ia dikenal tepat waktu dan suka 
menyambangi anggota mitra lain yang absen pertemuan kelompok.  
Wilayah KPMS menjangkau Kelurahan Bangun Rejo dan 
Tambak Asri. Untuk mendukung keberlangsungan pendampingan, 
dibentuklah lembaga lokal bernama Ikhtiar Swadaya Mitra (ISM). 
Banyak pedagang kecil makanan Bangun Rejo terlibat di program 
ini. Komariyah mengontrak di Tambak Asri dan belum banyak 
mitra dampingan di daerah ini. Namun, melewati pemilihan ketua 
ISM, justru Komariyah yang terpilih. Mereka bersepakat menamai 
lembaganya dengan nama ISM Makmur Bersama. 
Para mitra dampingan mengenal Komariyah sebagai pribadi 
yang mampu memimpin, berwawasan, dan jujur. Sampai kini, ISM 
Makmur Bersama menaungi 155 orang mitra dampingan yang 
memiliki profesi pedagang makanan yang beraneka ragam. 
c) Coaching Clinic LKMS / KJKS 
Pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi 
tidak terlepas dari proses pembiayaan usaha, baik itu masyarakat 
mencari sendiri atau diberikan perguliran dari lembaga seperti 
Dompet Dhuafa. Lembaga keuangan yang ada dimasyarakat masih 
sangat terbatas dalam membantu pembiayaan masyarakat dhuafa. 
Dengan demikian Dompet Dhuafa mencoba mendorong 
pemberdayaan masyarakat melalui pendirian Lembaga Keuangan 

































Mikro Syariah (LKMS) yang berorientasi pada pemberdayaan 
masyarakat dhuafa. 
d) Kampoeng Ternak 
Ketersediaan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging 
nasional hingga saat ini belum memadai. Hal ini menjadi langkah 
“Kampoeng Ternak” Jejaring Dompet Dhuafa untuk terus 
mengembangkan program-program peternakan berbasis 
pemberdayaan masyarakat.  
Secara khusus, tahun ini “Kampoeng Ternak” kembali 
membangun sentra ternak berbasis komunitas di Tuban yaitu di 
Desa Suko Kecamatan Suko Kabupaten Tuban, selain program-
program pemberdayaan ternak di wilayah lain.17 
e) Lembaga Pertanian Sehat 
Lembaga Pertanian Sehat (LPS) memang dibuat untuk 
melindungi dan meneruskan program pemihakan khusus pada 
petani, yang sebagian besarnya adalah dhuafa. Dompet Dhuafa 
melakukan model pemberdayaan petani dengan mengemas 
program Pertanian Bebas Pestisida. Bukan hanya itu, LPS 
mengembangkan Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) dengan 
memberikan subsidi pupuk, saprotan dan teknologi tepat dan 
ramah lingkungan yang sangat mendukung lahan pertanian. Tanah 
17 Shufyan Bahri, Wawancara. Surabaya. 25 Juli 2011 
                                                            

































garapan diberikan secara cuma-cuma dalam setahun. Bukan hanya 
lahan, LPS sesungguhnya juga melaksanakan serangkaian program 
dalam pembentukan komunitas petani sehat dan teknologi ramah 
lingkungan berbasis teknologi lokal. 
Upaya ini menjadi menarik karena hasil yang dipetik kalangan 
petani semakin baik dari hari ke hari dan lahan yang dipakai 
semakin sehat dan subur berkat pertanian sehat. Madiun yang 
terletak di Desa Kuwu Kecamatan Balairejo, Lamongan, dan Pacet 
Mojokerto malahan sudah dikenal luas mayarakat sebagai 
produsen beras dan sayuran sehat.  
3) Charity  
a) Zakat Fitrah 
Zakat fitrah yang menjadi program tahunan Dompet Dhuafa ini 
menjangkau daerah Jawa Timur di antaranya : Surabaya,  
Pamekasan, Banyuwangi, Madiun, Tulungagung, Trenggalek, 
Ponorogo, Tuban, dan Sidoarjo. 
b) Qurban 
Program berikutnya adalah tebar hewan qurban. Untuk wilayah 
yang mampu dijangkau oleh Dompet Dhuafa diantaranya : 
Surabaya,  Pamekasan, Banyuwangi, Madiun, Tulungagung, 
Trenggalek, Ponorogo, Tuban, Situbondo, Malang, Mojokerto,  
Bojonegoro, Lamongan, dan Pacitan 


































Fidyah ini dibayarkan untuk wilayah surabaya, dan belum 
menjangkau daerah lainnya. 
d) 5000 Nasi bungkus untuk Ta’jil (Ramadhan) 
Sasaran pembagian 5000 nasi bungkus untuk ta’jil di bulan 
Ramadhan ini adalah wilayah Surabaya 
4) Advokasi 
a) Migrant Institute 
Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia menjadi pembicaraan 
nasional yang tak jua menemukan titik terang. Selalu ada saja 
berita penyiksaan TKI di negeri orang, dan berbagai kasus 
mengenaskan lainnya. Alih-alih membantu meringankan beban 
ekonomi keluarga, pahlawan devisa ini malah menjadi korban 
kekerasan para majikan dan korban penipuan. Parahnya, mereka 
jauh dari pembelaan dan perlindungan. 
Atas dasar keprihatinan inilah, Dompet Dhuafa membuat 
program Migrant yang memiliki tujuan yakni menuntaskan 
permasalahan TKI.  
Saat ini, Migrant Institute berpusat di Hongkong dan telah 
memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. Sedangkan Dompet 
Dhuafa Jawa Timur mampu menjangkau TKI/TKW di penjuru 
Jawa Timur, NTB, NTT, Hongkong, Jepang. 

































 Dalam waktu dekat akan dilakukan ekspansi di negara-negara 
tujuan TKI lainnya, untuk memperluas jangkuan pelayanan dan 
kontribusi. Semoga hal ini dapat memberikan dampak yang 
signifikan terhadap permasalahan. 
b) Pelayanan Publik 
Menurut Bapak Shufyan:     
“Pelayanan publik sebenarnya memang tanggung jawab negara, 
 terkait dengan keluhan masyarakat,  bahwa negara sering kali 
mengabaikan pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat 
“pinggiran”. Bagi kelompok masyarakat ini,  pelayanan publik 
masih terasa mahal, sampai muncul anekdot,  orang miskin 
dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah, dan seterusnya. Ini 
yang mendorong inisiatif masyarakat sendiri untuk berinovasi 
menyediakan pelayanan publik yang terjangkau. Dompet Dhuafa 
menyediakan pelayanan publik secara gratis sejak tahun 200”.18 
 
Pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Di 
bidang pendidikan dikenal dengan program Smart Esensia, yang 
sudah meluluskan dua angkatan, serta 100 persen diterima di PTN. 
 
 
18 Shufyan Bahri,wawancara. 20 Mei 2010 
                                                            


































ANALISIS PEMIKIRAN ABU UBAID  TENTANG POLA CROSS 
DISTRIBUTION  ZAKAT YANG DITERAPKAN 
  DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)  DOMPET DHUAFA  
 
A. Analisis Pemikiran Abu Ubaid tentang Latar Belakang pelaksanaan Cross 
Distribution Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa 
Konon kemiskinan dari zaman ke zaman merupakan sebuah keniscayaan 
yang tidak bisa dihindari karena hal tersebut merupakan sunnatullah, namun 
bukan berarti manusia tidak bisa mengantisipasinya. Kemiskinan bukanlah 
kodrat Illahi yang tidak bisa diganggu gugat, mungkin kemiskinan itu sendiri 
disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri, karena kemiskinan banyak terkait 
dengan faktor manusia, sikap hidup malas, kurang cermat dan boros, semua itu 
dapat membawa kepada kemiskinan, untuk itu peningkatan kualitas SDM 
merupakan langkah awal dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan SDM yang 
berkualitas manusia akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan 
Allah SWT untuk memenuhi kebutuhannya. 
Dalam beberapa ayat al-Qur'an difirmankan agar nasib orang fakir miskin itu 
diperhatikan, oleh sebab itulah di anatar misi agama Allah SWT diturunkan di 
muka bumi ini. Karena itu pulalah sebenarnya Islam telah memiliki alternatif 
pengentasan kemiskinan yang konkrit yakni zakat.  
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Pada dasarnya konsep utama zakat adalah berbagi kepada sesama terutama 
dengan kaum fakir miskin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-
Taubah ayat 60. Pada hakikatnya eksistensi zakat memiliki 2 (dua) alasan utama 
yaitu alasan ibadah dan alasan ekonomi. Alasan ibadah hanya karena kewajiabn 
manusia terhadap Tuhannya, sedangkan alasan ekonomi adalah sebuah alasan 
bahwa zakat sebagai penjaga kestabilan sosial ekonomi. Dengan adanya zakat, 
ekonomi akan terus terjaga, sekaligus menjaga stabilitas pergaulan di anatara 
manusia. 
Zakat merupakan sarana pendistribusian dari mereka yang kaya kepada 
mereka yang membutuhkan. Bagi si penerima zakat berfungsi sebagai tambahan 
pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan kata lain, 
zakat yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan mustahiq akan dapat 
mengentaskan kemiskinan dengan seiring pertumbuhan ekonomi.1 
Menurut pemikiran Abu Ubaid dalil atas sistem pendistribusian zakat dan 
mengumpulkan zakat dari berbagai kawasan daerah, maka ia menyuruh untuk 
mengambil zakat dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di 
antara mereka.  
 Sebagaimana pula dijelaskan dalam  hadits Mu’adz yang merupakan hadits 
shahih yang dijadikan rujukan Abu Ubaid tentang larangan cross distribution 
zakat, bahwa Rasulullah mengutus Muadz ke Yaman dan memerintahkanya 
1 Ahmad Ibrahim Abu Sinn,” Manajemen Syariah”( Jakarta : PT Raja Gafindo Persada,2003).33 
                                                            

































untuk mengambuil zakat dari orang kaya yang ada di antara mereka, kemudian 
menyerahkan kepada orang fakir miskin yang ada di daerah mereka. Bagwy 
dalam menjelaskan hal ini mengatakan:”ini adalah dalil bahwa mendistribusikan 
zakat kepada wilayah lain, dimana dalam wilayah tersebut masih didapati orang 
yang berhak untuk menerima tidak diperbolehkan karena sesungguhnya zakat 
yang diambil dari suatu wilayah diperuntukkan bagi wilayah itu sendiri.  
 Muadzpun lalu melaksanakan perintah Rasulullah saw dan lalu 
mendistribusikan zakat yang diambilnya di yaman kepada warga yaman. Bahkan 
mendistribusikanya kepada wilayah di mana banyak terdapat kaum fakir miskin, 
dan ia pun menuliskan satu pernyataan yang berbunyi:  
“Barang siapa yang pindah di tempat atau wilayah di mana ia biasa tinggal 
bersama keuarganya, maka zakatnya didistribusikan di wilayah dimana 
keluarganya tersebut tinggal.      
                                                          
Akan tetapi, pengembangan manajemen zakat diarahkan pada peningkatan 
kemampuan menghimpun, mengelola, dan memberdayakan para asnaf dan 
mengangkat umat dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju umat yang 
berdaya dan sejahtera. Gerakan zakat dituntut mengembangkan diri untuk 
mengeluarkan gagasan pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi fokus 
utama wacana zakat kontemporer. Gagasan pendayagunaan zakat diharapkan 
pula menjadi arus utama dalam strategi pengentasan kemiskinan di berbagai 
wilayah. 
Dompet Dhuafa memandang lebih fleksibel dan moderat terkait tentang 
cross distribution zakat. Dalam pelaksanaannya, harta yang dihimpun dari 

































wilayah Surabaya melalui institusi zakat disalurkan ke berbagai wilayah di luar 
Surabaya, bahkan di luar pulau Jawa dengan bentuk program-program yang 
dipaparkan dalam Bab III. Karena ini bagian dari sebuah pengembangan 
manajemen zakat sekaligus mendorong mobilisasi produktif di berbagai wilayah 
dalam rangka transformasi pengurangan kemiskinan.  
Fokus satu wilayah seperti pemikiran Abu Ubaid memang ada dampak 
positifnya, tetapi wilayah lain yang belum terjamah program apakah akan 
terselesaikan sendirinya? Tentu tidak, hal ini memerlukan energi extra dan 
perhatian. Karena orang-orang yang berada di wilayah lain tersebut merupakan 
saudara-saudara yang tidak bisa diabaikan begitu saja. 
Tidak jarang di belahan wilayah lain justru mengalami keadaan ekonomi 
yang sangat labil. Dan tidak semua institusi pembangunan yang dicanangkan 
pemerintah mampu menjangkau wilayah tersebut. Hal ini menuntut perhatian 
khusus bagi institusi zakat untuk berupaya mengentaskan keterpurukan tersebut. 
Hal tersebut tidak lantas di atasi dengan pemberian yang konsumtif akan tetapi 
melakukan upaya yang berbentuk bantuan produktif. 
Kita harus merubah paradigma distribusi zakat dari konsumtif oriented 
kepada produktif oriented, agar kemskinan lebih efektif bisa diberantas. Bila 
kebiasaan konstumtif  di atas berlanjut, niscaya zakat dan sedekah tak banyak 
pengaruhnya mengentaskan kemiskinan. Sedekah untuk konsumtif memang 
mulia. Hanya, jauh lebih mulia jika sedekah pun dijadikan modal untuk 
mengubah dhuafa. Kini saatnya kita  mengubah paradigma berzakat. Memaksa 

































bekerja lebih mulia ketimbang santunan. Untuk melakukan ini, maka berzakat 
sebaiknya diserahkan kepada lembaga amil zakat yang amanah dan terpercaya. 
Ibnu Qasim mengatakan: 
”Sesungguhnya boleh pendisrtibusian sebagian dari zakat itu dikumpulkan, 
apabila hal tersebut benar-benar mendesak.”2 
 
Diriwayatkan dari Sahnun, ia berkata: 
“Seandainya seorang pemimpin mendapat informasi bahwa suatu daerah di 
luar daerahnya sangat  membutuhkan bantuan dana maka ia boleh 
mendistribusikan sebagian zakatnya di daerah tersebut. Sesungguhnya semua 
muslim saling bersaudara, yang mempunyai kewajiban untuk saling membantu 
dan tidak saling mendzalimi”  3 
 
 Demikianlah bagaimana satu daerah dengan daerah lain saling membantu 
saat-saat sulit, dan inilah penggambaran akan umat yang satu dan ini 
bertentangan dengan konsep yang dipakai oleh daerah yang tertutup (telisolasir 
dan mengasingkan diri) dengan daerah lainya.  
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu dari Nabi Shallallahu’alaihi wa 
sallam, beliau bersabda:  
“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti 
Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa 
yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di 
dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti 
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong 
hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya’. (HR. Muslim,) 
 
"Sesungguhnya mukmin itu bersaudara" (Surah al-Hujuraat:ayat 10) 
2 Yusuf Qaradhawi, “Spektrum Zakat Dalam Membangun Dalam Membangun Ekonomi 
Kerakyatan”(Jakarta : Zikrul media intelektual)141 
3 Ibid., 148 
                                                            


































"Tidak beriman seorang muslim itu sehingga dia mencintai saudaranya 
sepertimana dia mencintai buat dirinya" (Hadis Riwayat al-Bukhari) 
 
B. Analisis Pemikiran Abu Ubaid Pola Cross Distribution Zakat di Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa 
Menurut analisa penulis, Dompet Dhuafa memiliki banyak cara yang 
inovatif dimana sumberdaya zakat dapat dimobilisasi melebihi usaha produktif 
dan perbaikan transformasi. Salah satu contohnya adalah dengan menyiapkan 
suatu dana pembangunan yang akan mendorong kegiatan informal, termasuk 
tenaga kerja sumber daya manusia dalam hal ketika upah rendah menimbulkan 
efek menurunnya semangat dan rendahnya kalori yang didapat oleh masyarakat 
miskin. Hal itu banyak terjadi di pedesaan yang wilayahnya justru di luar 
Surabaya. Dalam kasus tersebut, eksploitasi upah oleh pemberi kerja dapat 
dihindari sementara kegiatan produktif dapat terus ditingkatkan. Seperti dana 
pengembangan dapat dipersiapkan dengan memberikan perspektif internasional 
amal Islam sebagai aliran sumber daya dari yang kaya kepada kelompok miskin 
dalam dunia Islam. Meskipun kelompok orang kaya dengan kelompok orang 
miskin bertempat di lintas wilayah Surabaya. Mobilisasi total gabungan 
produktifitas masyarakat miskin sejalan dengan orang kaya melalui usaha 
partisipatif dimana dana zakat dapat dimobilisasi untuk meningkatkan formasi 
total kekayaan melalui mobilisasi sumberdaya produktif. Hal ini pada gilirannya 
akan meningkatkan total output nasional, sumber daya dan kekayaan.  

































Esensi zakat memang sebuah santunan dan pemberian yang harus diberikan 
kepada mustahik dimana harta yang diberikan itu menjadi miliknya, bukan 
disalurkan dalam bentuk pinjaman. Tetapi dalam konteks ini ada wilayah ijtihadi. 
Yaitu sistem distribusi dengan  qardhul hasan dan bagi hasil, sehingga lebih 
menjamin terciptanya lapangan kerja baru yang efektif memberantas kemiskinan. 
 Dengan terwujudnya  lapangan kerja, sedekah pun merangsang profesionalitas 
yang pada gilirannya juga  akan membangun etos kerja. Dengan memaksa fakir 
miskin bekerja, kegiatan rutin bagi-bagi santunan, akan terkikis. Bila metode 
distribusi ini yang dilakukan, maka sabda Nabi yang menjelaskan bahwa zakat 
akan menghapuskan kemiskinan dapat terwujud.  
Zakat harta yang harusnya menjadi modal perubahan, tetapi nyatanya tidak, 
karena para mustahiknya tetap miskin dan tidak berubah menjadi muzakki. 
Untuk melepaskan umat dari belenggu kemiskinan melalui zakat, maka 
penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga 
untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat menjadi salah satu institusi ekonomi 
umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam. 
Menyalurkan zakat untuk kepentingan produktif, bukan berarti meniadakan 
penyaluran yang bersifat konsumtif, karena distribusi konsumtif itu tetap selalu 
dibutuhkan, seperti untuk orang jompo, cacat, biaya pengobatan fakir-miskin, 
dsb. 
Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan 
dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih punya kemampuan 

































bekerja dan berusaha. Tentunya, disertai pula dengan dukungan teknik dan 
manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan 
terlepas dari kemiskinan. Dengan demikian, kita tidak lagi memberikan ikan, 
tetapi memberikan pancing. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya si mustahiq 
tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya menjadi 
pembayar zakat (muzakki). 
Sesungguhnya zakat sebenarnya bisa dianggap sebagai klaim atas kekayaan, 
bukan hanya pada uang tunai ataupun pendapatan. Dalam ekonomi Islam, 
kekayaan dibentuk melalui mobilisasi modal dengan cara regenerasi keuntungan 
produktif di jalur yang tepat. Jalur tepat tidak berarti harus satu wilayah. Kita 
tidak bisa memaksakan mobilisasi zakat tersebut hanya untuk satu wilayah 
Surabaya jika di wilayah lain (di luar Surabaya) masih lebih “parah” strata 
ekonominya. Di luar Surabaya lebih membutuhkan uluran mobilisasi zakat dan 
kekayaan yang adil. Analisa lain, konsepsi produksi kekayaan jika digabungkan 
dengan keadilan distribusi kekayaan, yang bergantung pada zakat, menandakan 
sebuah hubungan antara zakat dan etika produksi dan distribusi kekayaan. Zakat 
oleh karena itu tidak bisa menyebabkan disinsentif transformasi sumber daya 
produktif menjadi kekayaan. 
Dompet Dhuafa dengan pola cross distribution zakatnya berusaha untuk 
melakukan distribusi pendapatan secara adil. Dipandang perlu untuk melakukan 
distribusi pendapatan di berbagai wilayah meski di luar wilayah Surabaya. 
Karena hal tersebut atas dasar urgensitas dan prioritas. Bahwa wilayah yang 

































menjadi objek advokasi dan distribusi zakat ini benar-benar pra sejahtera. 
Dengan tidak menyampingkan wilayah Surabaya sebagai wilayah pokok, tetapi 
selalu melihat konteks wilayah mana yang paling membutuhkan dana zakat 
tersebut. Selain untuk mengatasi ketimpangan juga untuk mengembangkan 
manajemen zakat supaya lebih tepat guna dan tepat sasaran serta prinsip 
keadilan.  
Keadilan dalam berekonomi, oleh para ulama telah ditetapkan dalam kaidah 
fiqih sebagai salah satu pilar yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan. 
salah satu kaidah yang mereka rumuskan itu antara lain ada yang menyatakan:  
“Pengorbanan atau kerugian pribadi mungkin diharuskan untuk 
mengamankan pengorbanan atau kerugian publik dan manfaat yang lebih kecil 
mungkin harus dikorbankan untuk merealisasikan manfaat yang lebih besar. 
(Ibnu Khaldun). 
 
Demikian pula halnya dengan term efisiensi. Islam tidak mengenal istilah 
efisiensi Pareto. Namun bukan berarti tidak mengakui konsep efisiensi. Rosul 
yang mulai mengajarkan pada upaya untuk berusaha meraih hasil yang terbaik 
dengan menekankan pada konsep ikhsan (kemurahan hati) dan itqan 
(kesempurnaan). Allah Subhanahu wata’ala mencintai seseorang yang jika 
mengerjakan sesuatu ia melakukannnya dengan sempurna (itqan). Allah 
Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu.” 
Praktis dalam Islam, efisiensi salah satunya berkembang sebagai bentuk 
tidak boleh menghambur-hamburkan sumber daya secara keliru karena akan 
dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan. Tentu ini berbeda dengan 

































pengetahuan efisiensi dalam pengertian Pareto. Sebagai contoh, konsep Pareto 
dalam ilmu ekonomi konvensional membolehkan adanya penghancuran 
kelebihan out put apabila itu memberikan bagi pebisnis dalam mencegah 
penurunan keuntungan tanpa merugikan konsumen akibat kenaikan harga. Tapi 
ini tidak dikenal dalam pandangan Islam. 
Penulis mencoba untuk “mendudukkan” antara pelaksanaan cross 
distribution zakat Dompet Dhuafa dengan pemikiran Abu Ubaid. Serta tidak 
mengamini secara mentah tentang pemikiran beliau tetapi mencoba meramu 
dengan menyesuaikan keadaan yang ada. Dengan mempertimbangkan keadilan, 
pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Aplikasinya kita tidak bisa 
memaksakan distribusi zakat hanya satu wilayah tertentu (Surabaya) jika di luar 
wilayah itu masih banyak yang lebih membutuhkan dana zakat. Begitu juga 
sebaliknya kita tidak bisa distribusi zakat lintas wilayah jika di wilayah yang 
utama masih banyak yang lebih membutuhkan. Semua bisa dilihat aspek 
urgensitas dan prioritasnya. Sekali lagi demi pengentasan kemiskinan, keadilan 
dan kesejahteraan soaial. 
Kesejahteraan sosial memiliki tempat yang mutlak penting dalam Islam, dan 
kebebasan individu, walaupun sangat penting, tidak boleh mengabaikan 
implikasi sosialnya. 
Untuk menempatkan hak-hak seorang individu dan individu lain dalam 
masyarakat, maka ulama-ulama fiqh telah menyepakati prinsip-prinsip dasar 
berikut ini: 

































1. Kepentingan yang lebih besar dari masyarakat harus lebih diutamakan dari 
pada kepentingan individu 
2. Walaupun “menghindarkan kerugian” dan “meningkatkan keuntungan” 
kedua-duanya adalah tujuan utama syariah, namun yang pertama lebih 
diutamakan daripada yang kedua. 
3. Suatu kerugian yang lebih besar tak dapat dikenakan untuk menghindari 
kerugian yang lebih kecil; atau suatu keuntungan yang lebih besar tak dapat 
dikorbankan demi keuntungan yang lebih kecil. Sebaliknya, kerugian yang 
lebih kecil dapat dikenakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar; 
atau suatu keuntungan yang lebih kecil dapat dikorbankan demi keuntungan 
yang lebih besar. 
Kebebasan individu, dalam batas-batas etika Islam, hanya dianggap sah 
selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih besar, atau 
selama individu yang bersangkutan tidak melanggar hak-hak orang lain. 
Nabi Muhammad Saw pernah mengisyaratkan dalam sebuah hadits riwayat 
Bukhari,  
“Berzakatlah kalian, niscaya akan datang suatu masa, di mana seorang muzakki 
(pembayar zakat), membawa zakat hartanya, tetapi tidak menemukan lagi orang 
yang berhak menerimanya.  
 
Orang yang ditawari mengatakan: “Sekiranya anda datang tahun yang lalu, 
maka saya menerimanya”. Sekarang saya tidak lagi dijumpai di Daulah 
Islamiyah yang sangat luas itu. Oleh karena kemiskinan absolut telah berhasil 

































dihapuskan, maka distribusi zakat mengalami kesulitan, sehingga terpaksa 
diserahkan kepada kelompok non-muslim (muallaf) di Afrika Utara. 
Sejarah mencatat keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat 
dikelola secara transparan dan rapi sejak masa Rasulullah Saw sampai pada masa 
Ummayyah, khususnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, bahkan pada masa 
Kalifah Al-Manshur, negara memiliki surplus dana Baitul Mal sebanyak 810 juta 
dirham, yang disimpan sebagai devisa 
Secara substantif, zakat adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang 
berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang 
yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat 
tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. 


































Dari beberapa penjelasan analisa yang telah kami paparkan pada  bab-bab 
sebelumnya, ada beberapa kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam 
skripsi yang kami tulis di sini. 
1. Latar Belakang Dompet Dhuafa menerapkan cross distribution antara lain : 
pertama, distribusi pendapatan yang adil. Kedua, urgensitas dan Skala 
Prioritas., Ketiga, transformasi produktif. Keempat Syiar Islam 
2. Penyaluran zakat yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet 
Dhuafa dengan Pola Cross distribution dapat disimpulkan bahwa penarikan 
zakat yang dilakukan pada suatu komunitas masyarakat tertentu, berarti 
penyalurannya dilakukan pada komunitas masyarakat tanpa memperhatikan 
di mana zakat tersebut diambil.  
3. Pemikiran Abu Ubaid perlu dianalisis kembali tentang pelarangan cross 
distribution  zakat karena secara substansi pengembangan manajemen zakat 
diarahkan pada peningkatan kemampuan menghimpun, mengelola, dan 
memberdayakan para asnaf dan mengangkat umat dari kemiskinan dan 
keterbelakangan menuju umat yang berdaya dan sejahtera. Gagasan 
pendayagunaan zakat diharapkan pula menjadi arus utama dalam strategi 
pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah. 
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Ada dua saran yang ingin penulis  sampaikan terkait dengan pembahasan 
yang ada dalam skripsi ini. 
1. Dengan kondisi banyaknya masyarakat yang membutuhkan uluran dana 
zakat dan sifatnya pun menyebar keberbagai wilayah. Lembaga amil zakat 
seharusnya lebih aktif mengkordinir elemen masyarakat serta 
mengklasifikasikannya atas dasar prioritas, urgensitas dan keadilan serta 
bertindak atas dasar mengentaskan kemiskinan dan syiar Islam 
2. Dalam proses distribusi zakat hendaknya dipahami sebagai media mobilisasi 
produktif sosial dari mereka yang mempunyai sumber daya lebih (muzakki) 
kepada si miskin (mustahik) untuk mengaktifkan kedua kelompok tersebut 
untuk saling berinteraksi, mengintegrasikan dan sejahtera dalam sosial 
ekonomi. Orang kaya mendorong integrasi tersebut dengan berpartisipasi 
dalam pemenuhan kebutuhan sosial melalui pengeluaran sebagian sumber 
daya yang dimilikinya. Orang yang membutuhkan berpartisipasi dengan 
memanfaatkan sumber daya yang diberikan kedalam bentuk kegiatan 
produktif dalam rangka transformasi pengurangan kemiskinan dalam negara. 
Hal ini yang seharusnya dilakukan oleh berbagai lembaga zakat 
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